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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan ekonomi Indonesia dalam menghadapi era
pasar bebas semakin meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap arus perdagangan
yang juga semakin meningkat, sehingga secara tidak langsung menimbulkan
banyak bermunculan perusahaan besar maupun kecil. Demikian juga halnya
dengan dunia usaha jual beli mobil yang juga mengalami kemajuan vang sangat
pesat. Hal ini terbukti dengan semakin banyak didirikannya “SHOW ROOM”
mobil. Namun secara keseluruhan, masalah sumber dana tetap menjadi unsur
utama bagi seorang pengusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan
usahanya. |

Kenyataan yang seperti digambarkan, menuntut tersedianya dana
perkreditan yang mampu membantu modal usaha. Guna memenuhi kebutuhan
masyarakat tersebut, maka tidak sedikit lembaga keuangan yang memberikan
bantuan modal berupa kredit usaha. Salah satu lembaga keuangan vang sering
dipakai oleh masyarakat adalah lembaga Perbankan.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank selalu membutuhkan lembaga
jaminan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan dari salah
satu pihak yvang dapat merugikan kepentingan pihak vang lainnya. Jaminan itu
dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang. Dalam hal ini yang akan

dibicarakan ialah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Dengan
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adanya benda jaminan ini, kreditur yakni pihak bank mempunyai hak atas benda
jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya.
Ada beberapa lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek , antara lain
- hak tanggungan, gadai dan Fidusia. Namun dalam masyarakat, lembaga jaminan
Fidusia adalah cukup banyak dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena Fidusia
memiliki kelebihan dibanding gadai atau hak tanggungan, yaitu dengan Fidusia
para debitur masih dapat mengoperasikan atau menggunakan barang jaminan.
Timbulnya lembaga jaminan Fidusia dalam praktek adalah dalam rangka
memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan
perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini yang
memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di samping bentuk jaminan yang telah
diatur dalam perundang-undangan. Kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk
jaminan sehingga orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang
bergerak, namun orang masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-
hari maupun untuk keperluan usahanya. |
Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin memegang peranan
penting diberbagai negara modern, termasuk Indonesia. Jaminan kredit demikian
tidak dapat tertampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai yang tidak
memungkinkan benda jaminan tetap berada pada pemberi gadai, karena hal ini
akan bertentangan dengan syarat /nbezitstelling yang disyaratkan pada gadai
berdasar pasal 1152 ayat 2 BW. Dalam pasal 1152 ayat 2 BW tersebut, secara

tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitur atau pemberi gadai.
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Fidusia merupakan lembaga jaminan yang telah lama tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat. Fidusia sudah dikenal dalam praktek perbankan,
praktek notariat, praktek perdagangan dan diakui dalam Yurisprydensi di
Indonesia sejak tahun 1932. Di dalam praktek perbankan di Indonesia ternyata
Lembaga Jaminan Fidusia menduduki peranan penting, dalam arti sering
digunakan dalam praktek melebihi lembaga-lembaga jaminan lain. Perkembangan
lebih lanjut dari pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan lembaga jaminan
yang dapat menampung kebutuhan kredit dari masyarakat perlu diimbangi dengan
perluasan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada seperti halnya Fidusia yang
merupakan pengembangan dari bentuk gadai. Lembaga jaminan yang demikian
perlu segera dituangkan dalam perundang-undangan.

Sebagaimana halnya Lembaga Jaminan Hipotik (sekarang menjadi Hak
Tanggungan untuk tanah dan benda-benda yang ada diatasnya) dan gadai yang
sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, Jaminan Fidusia yang
semula hanya berdasarkan pada Yurisprydensi sekarang Jaminan Fidusia sudah
ada peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 yang selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dengan adanya undang-undang tersebut, maka telah ada kepastian hukum yang
mengatur tentang Fidusia secara lengkap dan komprehensif.

Di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang baru, telah
diatur tentang perlindungan hukum bagi penerima fidusia yaitu dengan adanya

Kewajiban Penerima fidusia melakukan pendaftaran Fidusia. Sebagaimana dalam
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kasus yang akan kami uraikan dibawah ini yaitu tentang kasus yang terjadi di
Bank Eksekutif Surabaya.

Dalam kasus Bank Eksekutif tersebut telah disepakati oleh kedua belah
pihak, bahwa Bank Eksekutif selaku pihak kreditur bersedia memberikan kredit
kepada Ronny Hartono selaku pemilik show room “MOBIL KITA” Surabaya
sebesar Rp.7.000.000.000.- (Tujuh milyar rupiah) dengan jaminan 29 mobil di
show room miliknya. Disepakati juga bahwa penjualan mobil di show room
tersebut harus diketahui pihak bank sehingga mereka perlu menahan BPKB (Bukti
Pemilikan Kendaraan Bermotor). Namun kenyataannya Ronny ingkar, ketika akan
melunasi hutangnya vang diperkirakan tersisa Rp.3.000.000.000.- (Tiga milyar
rupiah), ia menjual 13 mobil mewah di show room-nya kepada masyarakat tanpa
sepengetahuan pihak bank. Adapun beberapa mobil yang dijual tersebut,
diantaranya adalah Mercedes-Benz, Terano, dan Opel Blazer.'

Salah satu pembeli mobil tersebut adalah Bagus. Bagus telah membeli
sebuah mobil “OPEL BLAZER” tahun 1999 seharga Rp.195.000.000,- (Seratus
sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan Juli 2001. Pembelian atas mobil
tersebut dilakukan dengan itikad baik dan telah dibayar lunas oleh Bagus. Kepada
Bagus, Ronny menjanjikan bahwa ia akan mengurus surat kendaraan sekaligus
melakukan balik nama kendaraan satu bulan dari pembelian. Dengan adanya
pembayaran oleh Bagus dan penyerahan barang dari pihak penjual kepada
pembeli secara nyata tersebut, menyebabkan dengan seketika si pembeli menjadi

pemilik barang sesuai dengan ketentuan pasal 584 BW. Bagus merasa dirugikan

' www. kompas.com/ kompas-cetak/ 0305/ 22/ Jatim/ 325236. him, “Mau Untung Malah
Jadi Buntung” 22 Mei 2003,
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oleh Ronny sebab sampai jangka waktu yang dipetjanjikan pada waktu
pelelangan, bahwa dalam waktu 1 bulan dari pembelian, maka BPKB sudah akan
diterima Bagus. Sedangkan sampai 1 bulan lebih, Bagus belum juga menerima
BPKB. Bagus hanya menerima Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) saja.
Karena keterlambatan BPKB tersebut, maka mulai muncul kecurigaan dari Bagus.
Sehingga segera setelah BPKB tersebut berada di tangan Bagus, maka sebagai
tindakan antisipasi ia melakukan proses Balik Nama sendiri, dimana seharusnya
menurut kesepakatan yang dibuat sebelumnya proses balik nama itu menjadi
tanggungan Ronny. Pada akhirnya, proses balik nama tersebut selesai dan BPKB
itu menjadi atas nama Bagus.

Pada bulan Januari 2002 muncul kasus baru terhadap mobil Opel Blazer
tahun 1999 tersebut. Pihak Bank Eksekutif mendatangi Bagus dengan maksud
untuk menyita mobil tersebut. Alasan yang digunakan oleh Bank Eksekutif dalam
melakukan penyitaan tersebut adalah bahwa mobil tersebut merupakan barang
jaminan. Mobil Opel Blazer tahun 1999 tersebut telah dijaminkan oleh Ronny
Hartono kepada Bank Eksekutif atas kredit yang telah diberikan. Ronny sudah
menyatakan tidak mampu membayar hutang kepada Bank Eksekutif, dengan dasar
inilah Bank Eksekutif kemudian menyita 13 mobil milik Ronny Hartono termasuk
juga mobil milik Bagus tersebut.”

Antara Bank Eksekutif dengan Bagus pernah dilakukan kesepakatan yaitu
Bagus harus membayar Rp. 100 juta sebagai penggantian jaminan, tetapi Bagus

tidak setuju dan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan

? ibid
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Negeri Surabaya. Pada kasus ini, Bank Eksekutif dalam melakukan penyitaan
mobil tersebut ternyata tidak mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia.
Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa
Sertifikat Jaminan Fidusia dapat digunakan sebagai bukti bahwa penerima Fidusia
memiliki Hak Fidusia, dan menurut pasal 14 ayat 3 UU No. 42 th 1999 maka
Fidusia oleh Undang-undang dianggap lahir pada saat yang sama dengan
dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kewajiban pendaftaran
Fidusia adalah berdasarkan pasal 11 UU No 42 tahun 1999 yang menentukan
(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
(2) Dalam hal Benda vang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar
wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) tetap berlaku.

1. 2 Rumusan Masalah

Apabila memperhatikan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa Bagus
mengajukan gugatan kepada Bank Eksekutif sekaligus kepada Ronny Hartono di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Bagus menganggap tindakan Bank
Eksekutif tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam melakukan penyitaan karena
tidak memiliki Sertifikat Fidusia. Bagus mengajukan gugatan perdata kepada
Ronny Hartono karena sudah merugikan dirinya dan menuntut agar Ronny

Hartono bertanggungjawab membayar hutangnya kepada Bank Eksekutif.
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Berdasarkan hal diatas, mendorong saya untuk mengajukan permasalahan,
sebagai berikut :

a. Apakah upaya penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tanpa
disertai Sertifikat Jaminan Fidusia dalam penyelesaian sengketa jual beli
mobil tersebut dibenarkan dengan berpijak pada UU No. 42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia ?

b. Upaya hukum apa yang diberikan kepada pihak ketiga yang membeli benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh

Debitur?

1. 3 Alasan Pemilihan Judul

Telah terjadi penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif yang
berkaitan erat dengan sengketa jual beli mobil pada show room “MOBIL KITA”
Surabaya. Penyitaan mobil oleh Bank Eksekutif tanpa disertai Sertifikat Jaminan
Fidusia tersebut menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya pihak ketiga yang
telah membeli mobil yang ternyata telah dijaminkan oleh show room Mobil Kita
Surabaya kepada Bank Eksekutif.

Pihak ketiga yang telah membeli mobil dengan itikad baik tersebut merasa
telah dirugikan dan bermaksud untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada
Ronny Hartono sebagai pemilik show room Mobil Kita Surabaya serta
mengajukan gugatan secara perdata kepada Bank Eksekutif atas tindakan
penyitaan terhadap mobil Opel Blazer tahun 1999 miliknya tanpa disertai

Sertifikat Jaminan Fidusia.
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saya beralasan menyusun skripsi

dengan judul “Sita Atas Obyek Jaminan Fidusia Dalam Jual-Beli Mobil”.

1. 4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan akademis dan
tujuan praktis.

Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi
dan melengkapi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan :

a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang timbul dan
terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Fidusia yang ada di
Indonesia, berkenaan dengan tindakan penyitaan barang oleh pihak Kreditur.

b. Turut serta memberikan suatu pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan
mengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli terhadap tindakan
penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak kreditur berkaitan dengan
Jaminan Fidusia bilamana terjadi sengketa di Pengadilan.

¢. Untuk dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi
pengembangan teori maupun bagi pengembangan praktek Jaminan Fidusia
khususnya berkaitan dengan Kewajiban Pendaftaran dan Kepemilikan

Sertifikat Jaminan Fidusia bagi pthak Kreditur.
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1. 5 Metodologi

Skripsi

a.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah
pendekatan Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis
Normatif adalah pendekatan berdasarkan pada peraturan hukum yang
berlaku atas permasalahan yaitu UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia dan BW.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sumber
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang
sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu UU
No. 42 Tahun 1999 dan BW.

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang
sifatnya menjelaskan sumber bahan hukum primer. Sumber bahan hukum
sekunder terdiri dari buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan
berbagai media cetak vang ada kaitannya dengan permasalahan yang
sedang dibahas.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur vang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum

adalah dengan melakukan seleksi dan inventarisasi terhadap bahan hukum

relevan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan

Sita Atas Obyek ... Meita Puspawardhani



10

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

hukum tersebut -diolah sesuai dengan keperluan, yaitu dengan
mengklasifikasikannya berdasar kelompok bahasan masing-masing untuk
dianalisa.
d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa berdasarkan metode
Deskriptif analisis vaitu dengan menguraikan permasalahan ynag
berhubungan dengan Jaminan Fidusia. Setelah itu mengemukakan
pandangan serta memecahkan permasalahan dari bahan hukum yang

diperoleh.

1. 6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dan
masing-masing terdiri atas sub-sub bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, disajikan pada awal pembahasan karena di dalam
bab pendahuluan berisikan gambaran permasalahan yang akan dijabarkan dalam
bab berikutnya. Sub bab pendahuluan ini terdiri dari sub-sub bab, antara lain latar
belakang masalah berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dijabarkan
lebih lanjut pada bab berikutnya. Pada latar belakang disajikan pula
permasalahan-permasalahan yang dikupas. Alasan pemilihan judul disajikan
untuk memberikan batasan dan kejelasan arah pembahasan berikutnya. Tujuan
penulisan disajikan untuk mengetahui mengenai hal yang hendak dituju dalam

penulisan. Agar penulisan ini sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah,
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maka akan diketengahkan metode penelitian, dan kerangka skripsi akan
diletakkan pada pertanggungjawaban sistematika.

Bab 11, Berisikan landasan hukum mengenai jual beli mobil dan landasan
teori mengenai jaminan fidusia. Landasan teori jaminan fidusia meliputi
pengertian jaminan fidusia, ketentuan pendaftaran fidusia, pengalihan dan
hapusnva fidusia, eksekusi jaminan fidusia serta pengertian sita jaminan.
Disamping itu bab ini juga berisikan mengenai penyelesaian sengketa jual beli
mobil yang diikatkan dengan tindakan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank
Eksekutif apakah dibenarkan menurut hukum, dibahas disertai dengan analisis
masalah sehingga memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

Selanjutnya dalam Bab 111 dibahas permasalahan yang kedua yaitu
upaya hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang membeli obyek Jaminan
Fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Karena obyek Jaminan Fidusia
dapat dengan mudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga, maka tentu saja
pihak ketiga ini juga harus dilindungi kepentingannya. Apabila debitur
wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk menjual benda jaminan maka dalam
hal ini ada benturan kepentingan antara pihak ketiga yang telah membeli benda
vang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan kreditur mengenai benda jaminan,
kepentingan siapa yang dilindungi. Dalam bab ini mengetengahkan upaya hukum
apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya

berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan BW.
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Bab IV Penutup, yang mengakhiri seluruh pembahasan, sehingga tepat
jika diletakkan pada akhir pembahasan. Sub bab penutup terdiri dari simpulan
berisikan jawaban atas masalah, dan sebagai pemecahan atas masalah diletakkan

pada saran.
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BAB Il
PENYITAAN MOBIL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

JUAL BELI MOBIL

2. 1 Landasan Hukum “Jual-Beli”

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinva untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan’

Pihak yang satu (pihak penjual) berjanji untuk menyerahkan atau
memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak yang
lain membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tidak disebutkan dalam
salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini
harus berupa sejumlah uang, karena bila harga itu berupa barang, maka bukan lagi
jual beli yang terjadi melainkan tukar menukar atau barter (Pasal 1541 BW).

Penjual harus menyerahkan hak milik atas barang kepada pembeli, jadi
bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah
penyerahan atau levering secara yuridis. Menurut Hukum Perdata ada tiga
macam penyerahan yuridis, yaitu :

a. Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata atau

menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 BW).

b. Penyerahan barang tak bergerak dengan pembuatan akta jual-beli oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T).

? Lihat Pasal 1457 BW.

13
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c. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah
akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta “cessie”, Pasal
613)."

Penyerahan merupakan salah satu cara memperoleh hak milik yang paling
sering terjadi dalam masyarakat. Untuk sahnya penyerahan itu harus memenuhi
syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Harus ada alas hak (titel)

Alas hak (titel) adalah hubungan hukum yang menjadi dasar dan
mengakibatkan diadakannya penyerahan atau peralihan barang.
Hubungan hukum yang paling sering atau biasanya mengakibatkan
penyerahan barang ialah misalnya perjanjian jual-beli.

2. Harus ada perjanjian yang zakelijk (kebendaan)

Perjanjian vang zakelijk itu adalah perjanjian yang menyebabkan
berpindahnya hak kebendaan (zakelijke recht) misalnya : hak milik,
hipotik, gadai.

3. Harus dilakukan oleh orang yang berhak

Orang yang memindahkan hak kebendaan itu harus orang vang
berhak atau mempunyai kewenangan vyang sah (Beschikking
Bevoegheid), yaitu orang yang memiliki benda itu sendiri (pemilik
sah), atau orang yang menguasai benda secara sah berdasarkan alas

hak tertentu misalnya pemegang kuasa, pemegang gadai, hipotik.

* Subekti, Hukum Perjanjian. Cetakan XVII, Intermasa, Jakarta, 1998, h. 79.
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4. Harus ada penyerahan nyata

Bahwa penyerahan benda bergerak berwujud, vaitu dilaksanakan
dengan penyerahan nyata yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. Dari
penjanjian-perjanjian yang bersifat obligatoir itu timbul dua macam
kewajiban penyerahan, vaitu harus ada penyerahan yuridis dan harus
ada penyerahan nyata. Pada benda bergerak, penyerahan yuridis dan
penyerahan nyata itu biasanya terjadi hampir bersamaan. Sedangkan
pada benda tidak bergerak, antara penyerahan yuridis dan penyerahan
nyata ada jeda atau jangka waktunya.’

Penyerahan tidak selalu dilakukan secara nyata, tetapi bisa juga

melalui cara :

- traditio brevi manu (penyerahan tangan pendek), vaitu suatu bentuk
penyerahan, barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah
berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan.

- traditio longa manu (penyerahan tangan panjang). yaitu suatu bentuk
penyerahan, barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan
pihak ketiga.

- constitutum possessorium, dimana benda yang dijual secara faktual,
oleh karena adanya hubungan hukum baru antara pihak penjual an

pembeli, masih berada dibawah penguasaan pihak penjual. °

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, h. 157

® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis), Cetakan 1,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 71
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Pasal 1513 BW menentukan bahwa “Kewajiban utama si pembeli ialah
membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan
menurut perjanjian”. Selanjutnya Pasal 1514 BW menentukan bahwa “Jika pada
waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus

membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”.

2.2 Landasan Hukum Jaminan Fidusia
2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Berbagai pengertian fidusia yang dikemukakan oleh berbagai ahli adalah

sebagai berikut :

a. Menurut UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda”.’

b. Menurut Subekti
“Fidusia adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik
oleh pihak satu kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar
ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam)

hanya suatu jaminan saja untuk satu hutang”®

” Lihat Pasal ! angka | UU No. 42 Tahun 1999
 Qubekti, Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Perbankan Indonesia
Alumni, Bandung, 1982 h. 76
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¢. Menurut Oey Hoey Tiong
“Fidusia merupakan penyerahan hak milik atas barang-barang
bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan
fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (constitutum
possessorium), dengan syarat bilamana debitur melunasi hutangnya
maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang

itu kepada debitur”.”

Sebenarnya konstruksi dari pengertian-pengertian diatas adalah sama,
perbedaannya hanya terletak pada benda yang digunakan sebagai obyek jaminan.
Kekhususan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun
1999 -

a. Obyeknya benda bergerak atau tidak bergerak yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996.

b. Obyeknya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

c. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia

terhadap kreditur lainnya.

Sedangkan mengenai pengertian Jaminan Fidusia sendiri menurut Pasal
1 angka 2 UU No. 42 tahun 1999 :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yvang

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

khususnva bangunan vang tidak dapai dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
(Berita Negara Nomor 5847 hal. 1B —3B) tentang Hak Tanggungan yang

® Oey Hoey Tiong. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Cetakan 11,
Ghalia Indonesia, 1985, h. 84
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tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Subyek Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian

penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan pelunasan hutang

Pihak-pihak tersebut adalah :

a. Pemberi Fidusia

Pemberi Fidusia dapat perseorangan ataupun badan hukum yang
menguasai hak milik, hak sewa atau hak pakai yang tidak dilarang oleh

peraturan perundangan.

. Penerima Fidusia

Penerima hanya menerima hak kepemilikan untuk pelunasan
piutangnya saja dan tidak dapat untuk menguasai atau memiliki

bendanya.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 42 Tahun 1999, yang dapat

dijadikan sebagai Obyek Fidusia adalah :

Skripsi

a. Benda bergerak berwujud, diantaranya adalah mesin-mesin ringan

(menurut sifatnya dapat dipindahtangankan), kendaraan bermotor,

inventaris kantor dan barang dagangan.

. Benda bergerak tidak berwujud, diantaranya adalah : piutang atas

nama, piutang atas tunjuk dan piutang atas pengganti.
Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996, diantaranya adalah rumah susun,

mesin yang ditancapkan.
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Disamping itu ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 selain benda
yang telah ada, juga dimungkinkan pembebanan jaminan fidusia yang akan ada

dimasa mendatang. Hal ini tidak perlu dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri.

Hal ini dikarenakan atas benda tersebut telah dilakukan pengalihan hak
kepemilikan “Sekarang untuk nantinya”.

Sifat Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan (zakelijke
zekerheid) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
fidusia. Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara tiil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang
jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada,
jika ada wanprestasi dari pihak debitur.

3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus
dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah
hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada
pemberi fidusia."

Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa “Benda adalah
segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun
yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak

maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotek™.

¥ Munir Fuady, Jaminan Fidusia. Cetakan 1, Ciira Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.4.
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Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ketentuannya terdapat
antara lain dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU No. 42
Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.

2. Dapat atas benda berwujud.

3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.

4. Benda bergerak.

5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik.

7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan
diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian,
tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.

9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.

10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia.

11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia.

12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi

obyek jaminan fidusia."

" 1bid., h. 23
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2.2.2. Ketentuan Pendaftaran Fidusia

Fidusia sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik, dan tidak mendapat
pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada
pengaturan dari segi prosedural dan proses tersebut. Kewajiban pendaftaran
sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga
tidak ada kewajiban pendaftaran bagi jaminan fidusia.'”

Ketiadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik
sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum Fidusia ini. Sebab
disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran
jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur
publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang
tidak sehat dalam praktik, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan
krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan
lain-lain. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan
hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka UU No. 42 Tahun 1999 kemudian
mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada
pejabat yang berwenang, "’

Untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban
untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut
adalah berdasarkan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 yang mewajibkan benda
yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun

2 fbid.. h. 29
IBM
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kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara
Republik Indonesia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Benda Obyek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)
UU No. 42 Tahun 1999).

2. Benda Obyek Jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)
UU No. 42 Tahun 1999).

3. Terhadap perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1) UU no.
42 Tahun 1999).
Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu
diberitahukan kepada para pihak."

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan
ditempat kedudukan pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik
yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk
memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap
kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Unsur
publisitas maksudnya adalah semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin
baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya
akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang
tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan
hutang vang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti

Jaminan Fidusia misalnya. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur

" Ibid. . h. 30.
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terutama vang nakal, tidak dapat lagi membohongi kreditur atau calon kreditur

dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang obyek jaminan

fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal."”

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia, maka

diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.

Ketentuan-ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia ini adalah sebagai

berikut :

1.

2.

Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia.

Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan

permohonan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia.

Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang

disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu sebagai berikut :

a.

b.

f.

Identitas pihak pemberi fidusia.

Identitas pihak penerima fidusia.

Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.

Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan
fidusia.

Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan
fidusia.

Uraian mengenai benda menjadi obyek jaminan fidusia.

Skripsi
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g. Nilai penjaminan,

h. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan
tulisan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial.yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan
dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan

pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka :

a. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pada Buku Daftar Fidusia
tentang perubahan tersebut.

b. Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan perubahan.

¢. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan.

d. Pemyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. 16

Jaminan Fidusia dicatat di kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan

tersebut, pasal 13 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa Kantor

Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia tersebut ditanggali dengan tanggal yang
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sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendafiaran. Ketika mencatat
dalam Buku Daftar Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang
melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam
Pemyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penulisan tanggal Pencatatan
Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat
lahirnya Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan
berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia. Maka sertifikat ini
mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya instansi yang berwenang
mengeluarkan sertifikat penjaminan tersebut. Karena itu pula, jika ada alat bukti
Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain
dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya
membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan Akta Jaminan Fidusia
yang dibuat oleh notaris, sebab menurut Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999,
maka dengan Akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir.
Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia.."”

Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa “Sertifikat
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan
eksekutorial, sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap”.

7 Ibid., h. 34.
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2.2.3. Pengalihan dan Hapusnya Fidusia

Pasal 19 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 menentukan bahwa “Pengalihan
hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi
hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru”. Jadi,
pihak penerima fidusia beralih secara hukum kepada penerima pengalihan piutang
tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian jaminan fidusia sebagai
perjanjian yang accessoir, yang mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok).
Hanya saja, ada suatu kewajiban bagi penerima fidusia yang menerima pengalihan
piutang, yakni adanya kewajiban untuk mendaftarkan pengalihan piutang dan
karenanya juga pengalihan fidusia, kepada Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 19 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999. s

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas
benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Prinsip fidusia mengikuti
benda ini dianut secara tegas oleh UU No. 42 Tahun 1999 pada Pasal 20. Dengan
demikian, pada Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut telah mengakui
“Prinsip Droit De Suit” (hak mengikuti benda) yang memang dianut oleh hukum
dalam kaitannya dengan hak kebendaan (in rem), termasuk terhadap hak jaminan
dalam bentuk fidusia ini.”’

Undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian.
Pengecualian atas prinsip droit de suit terdapat dalam hal beralihnya fidusia jika

benda obyek jaminan fidusia dialihkan, vaitu jika benda tersebut merupakan

'® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit.. h. 45
¥ Ibid h 46,
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barang persediaan (stock perdagangan). Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda
tersebut yang memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan
tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini telah
ditegaskan dalam pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999, yang menentukan bahwa
“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan oleh kreditur
baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia” *

Sesuai ketentuan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999, maka pemberi fidusia
dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan
cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha pedagangan. Pengalihan
disini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam
rangka kegiatan usahanya.

Untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai pihak yang dijaminkan
hutangnya., dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka
pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan
tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam jenis maupun
nilainya, hal ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia.

Manakala benda persediaan obyek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak
ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan meskipun
pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia tersebut. Satu dan
lain hal dengan mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan

benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Harga pasar disini maksudnya adalah

2 Ibid. h 47.
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harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut,
sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pemberi fidusia dalam
melakukan penjualan benda tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22
UU No. 42 Tahun 1999 :

“Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan

benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut

mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa
pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai
dengan harga pasar”.

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum
dianggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal
25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sbagai
berikut :

a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

¢. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia
adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian Jaminan Fidusia yang
merupakan perjanjian ikutan (accessoir). Yakni accessoir terhadap perjanjian
pokoknya berupa perjanjian hutang piutang. Jadi, jika perjanjian hutang piutang
atau piutangnya lenyap karena alasan apapun, maka jaminan fidusia sebagai
ikutannya juga ikut menjadi lenyap.

Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan

Fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia
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sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau
melepaskan haknya itu.

Dan hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tentunya
juuga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan
jika barang Obyek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam
hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut misalnya :
asuransi kebakaran, maka pembayaran asuransi tersebut menjadi haknya pihak

penerima fidusia (Pasal 25 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999). %!

2.2.4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi
berdasarkan titel eksekutorial ini, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan
eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui
pengadilan.”

Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila debitur atau
pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

! Munir Fuady. Op. Cit., h. 50
2 Gunawan Widjaia dan Ahmad Yani, Op. Cit., hal. 150
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c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum (Kantor Lelang), dan hasil
pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya,
karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi.
Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan
tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik bagi pemberi
fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan
asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan
syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1
(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima
fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2
(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 29
UU No. 42 Tahun 1999 tersebut sifatnya mengikat dan tidak dapat
dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan
eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 42

Tahun 1999, adalah batal demi hukum **

B pid_ hal. 152
2 Ibid, h. 153
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2.2.5. Pengertian Sita Jaminan

Sita Jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu
putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu
disita, atau dengan perkataan lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah
disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan kepada orang lain. Sedangkan sita
revindicatoir mengandung arti, bahwa bukan hanya barang-barang tergugat saja
yang dapat disita, demikian juga halnya terhadap barang bergerak milik penggugat
sendiri yang ada dalam kekuasaan tergugat dapat pula diletakkan sita jaminan.*

Ketentuan Pasal 178 ayat 3 Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya
disingkat H.I.R), vaitu bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara
yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal itu
berarti bahwa apabila sita jaminan telah tidak dimohonkan, maka hakim tidak
akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan.

Padahal 226 H.1.R menentukan perihal sita revindicatoir, penyitaan harus
atas benda bergerak tertentu, terperinci, vang berada di tangan tergugat dan
diajukan atas permintaan penggugat selaku pemilik dari barang tersebut. Maksud
penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan
selama proses berlangsung. Dari ketentuan Pasal 226 H.L.R, bahwa untuk dapat
diletakkan sita revindicatoir adalah :

a. Harus berupa barang bergerak;

 Retowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam
Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 98
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b. Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat
yang berada di tangan tergugat;

¢. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

d. Permintaan mana dapat diajukan secara lisan atau tertulis;

e. Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama, terperinci.”’

2.3 Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Masalah Penyitaan Mobil

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah
mengatur mengenai Kewajiban Pendaftaran untuk benda yang dibebani jaminan
fidusia, yaitu dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun1999. Kewajiban pendafiaran ini
tidak hanya berlaku untuk wilayah negara Republik Indonesia saja tetapi juga di
luar wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini untuk memenuhi “Asas
Publisitas”, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya
mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Unsur publisitas maksudnya
adalah semakin terpublikasinya jaminan hutang akan semakin baik, sehingga
kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahui atau punya akses untuk
mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut.

Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 mengatur bahwa fidusia
dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam
Buku Daftar Fidusia. Sertifikat Fidusia akan diserahkan kepada Penerima Fidusia
pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang,

% Ibid. h. 104
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dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut
yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 yang menentukan bahwa,
“Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyal kekuatan eksekutorial sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan
demikian Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut merupakan alat bukti yang sah dan
alat bukti dalam bentuk apapun harus ditolak.

Dalam melakukan penyitaan tersebut Bank Eksekutif sudah seharusnya
wajib memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, hal ini berkaitan dengan hak
melaksanakan eksekusi fidusia harus memiliki titel eksekutorial. Salah satu syarat
agar suatu fiat eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut
dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Kata-kata inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang
mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan akta
tersebut, eksekusi dapat langsung dilakukan (tanpa perlu lagi putusan pengadilan
parate eksekusi).”” Oleh karena itu Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan unsur

yang penting dalam pelaksanaan proses eksekusi jaminan fidusia.

7 Munir Fuady. Op. Cit.. h. 59
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2.3.1. Tanggung Gugat Penerima Fidusia Terhadap Pihak Ketiga
(Bank Eksekutif — Bagus)

Menurut pendapat saya, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bank
Eksekutif terhadap mobil Opel Blazer tahun 1999 milik Bagus tidak dapat
dikatakan sebagai suatu tindakan penyitaan yang sah dan berharga, melainkan
merupakan suatu tindakan pengambilan barang secara paksa atau main hakim
sendiri (eigenrichting), karena tindakan eksekusi tersebut tidak dilakukan oleh
Pengadilan. Di samping itu, tindakan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tersebut
tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999
mengenai kewajiban pemilikan sertifikat jaminan fidusia dalam pelaksanaan
eksekusi. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar
hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 BW yaitu :

a. Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig);

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

¢. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;

d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan

kausal >

Melanggar Hukum (Onrechtmatig daad) :
Adanya perbuatan melanggar hukum yaitu tindakan yang dilakukan oleh
Bank Eksekutif menurut ketentuan Pasal 226 H.LR. tidak dapat dikatakan sebagai

tindakan penyitaan, karena tindakan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan

2 Abdul Kadir Muhammad, Op. CGit., h. 52
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pada perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dalam proses eksekusinya tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 29 atau melanggar UU No. 42 Tahun
1999 vyaitu bahwa eksekusi harus dilakukan oleh pengadilan dan juga
bertentangan dengan BW.
Menimbulkan Kerugian :

Akibat tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tersebut,
Bagus kehilangan benda yang sebenarnya telah sah menjadi miliknya dan ia
menderita kerugian atas biaya pembelian yang telah dibayarkan.
Adanya Kesalahan :

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif adalah bahwa
Bank Eksekutif dalam melakukan tindakan penyitaan tidak tepat pada obyek
benda jaminannya vaitu seharusnya benda-benda milik Penggugat vang ada pada
Tergugat vaitu harusnya pada Ronny Hartono sedangkan Bagus dalam hal ini
hanya sebagai pihak ketiga atau Intervenien dan tidak sesuai dengan prosedur sita
jaminan dalam Pasal 197,198,199 HIR dimana seharusnya pelaksanaan sita
jaminan dilakukan oleh panitera PN.
Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian :

Untuk mengetahuinya bisa digunakan 2 teori yaitu Teori Conditio Sine
Quanon an Teori Adequat.
= Teori Conditio Sine Quanon

Apakah tanpa perbuatan tersebut, kerugian tidak akan timbul ?
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= Teon Adequat
Apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan
dari perbuatan melanggar hukum ?
Jawaban dari 2 teori tersebut harus “Ya”
Dimana tanpa perbuatan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif,
maka Bagus tidak akan kehilangan mobil miliknya (tidak menderita kerugian).
Dimana kerugian vang diderita oleh Bagus adalah sebagai akibat yang wajar
diharapkan dari perbuatan melanggar hukum (Penyitaan mobil) yang dilakukan
oleh Bank Eksekutif.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda
persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sesuai ketentuan Pasal 21 UU
No. 42 Tahun 1999, maka pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan
yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim
dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan maksudnya adalah antara lain
termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang merupakan
benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui
tentang adanya Jaminan Fidusia itu, asalkan pembeli telah membayar lunas harga
penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Sedangkan harga pasar yang

dimaksudkan disini adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat
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penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari
pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.”’

Bagus sebagai pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia telah
beritikad baik. Mobil Opel Blazer tahun 1999 yang dibelinya melalui Ronny
Hartono sebagai pemilik show room “Mobil Kita” Surabaya merupakan barang
persediaan dan pembelian atas mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Bagus
sesuai dengan harga pasar, maka sesuai Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999 Bagus

bebas dari segala tuntutan hukum.

2.3.2. Tanggung Gugat Pemberi Fidusia Terhadap Pihak Ketiga
(Showroom mobil — Bagus)

Jual beli antara Ronny Hartono dengan Bagus menjadi cacad hukum,
sebab terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh Ronny Hartono selaku
penjual yaitu tidak memberitahukan sebelumnya kepada Bagus bahwa mobil
tersebut telah dijaminkan kepada Bank Eksekutif (melakukan penipuan) sehingga
melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu unsur kesepakatan. |

Tanggung jawab secara perdata, Ronny Hartono sebagai penjual harus

bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya terhadap Bagus. Ganti |
kerugian yang harus ditanggung adalah berdasarkan pada Pasal 1495 BW yang |
menentukan :
“Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu
penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual kepada orang lain,

diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli
pada waktu pembelian  dilakukan, mengetahui ftentang adanya

 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit.. h. 127
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penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya, atau jika ia

telah membeli barangnya dengan pernyataan akan memikul sendiri

untung ruginya’”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1495 BW diatas, maka jelas bahwa pihak
penjual yakni Ronny Hartono diwajibkan mengembalikan harga pembelian
kepada Bagus, sebab pada waktu pembelian Bagus tidak mengetahui bahwa mobil
Opel Blazer tahun 1999 tersebut sebelumnya telah dijaminkan kepada Bank
Eksekutif Sedangkan bagi pembeli yaitu Bagus dapat meminta pada pengadilan
agar si penjual yakni Ronny Hartono turut dipanggil di depan pengadilan untuk

turut membela hak Bagus.

2.3.3. Tanggung Gugat Pemberi Fidusia Terhadap Penerima Fidusia

(Showroom Mobil — Bank Eksekutif)

Gugatan ganti kerugian dapat terjadi karena wanprestasi maupun karena
perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi diatur dalam
Pasal 1243 BW. Ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah
mulai diwajibkan apabila debitur sudah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,
tetapi tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kerugian yang dimaksudkan dalam
pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai
dalam memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur
terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

Ganti kerugian itu terdiri dari 3 unsur, yaitu :

a. Ongkos atau biaya yang dikeluarkan.
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b. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik
kreditur akibat kelalaian debitur.

¢. Bunga atan keuntungan yang dihzu'apkan.30

Ganti kerugian haruslah berupa uang, dan bukannya barang kecuali apabila

diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian tidak selalu ketiga unsur itu harus ada.

Berdasarkan kasus Ronny Hartono dengan Bank Eksekutif, ganti kerugian
dilakukan karena adanya kerugian sesungguhnya yaitu karena kehilangan benda
milik kreditur yang disebabkan karena kelalaian debitur. Bank Eksekutif merasa
dirugikan karena Ronny Hartono telah melakukan tindakan penipuan dengan cara
memberikan surat BPKB palsu, sehingga mengakibatkan kreditur kehilangan
benda obyek jaminan fidusianya.

Berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 1495 BW, maka Ronny Hartono
dan Bank Eksekutif harus memberikan ganti kerugian kepada Bagus. Gugatan
ganti kerugian yang diajukan oleh Bagus tersebut dapat digabungkan menjadi satu
gugatan yaitu “Gugatan ganti kerugian secara tanggung renteng”. Ketentuan
mengenai tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 BW, yang berbunyi :

“Suatu perikatan tanggung menanggung alau perikatan tanggung renteng
terjadi antara beberapa orang berpiutang, Jjika di dalam persetujuan
secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut
pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada
salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan
menurut sifatnva dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang
berpiutang tadi”.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1278 BW tersebut, maka apabila salah

satu pemberi ganti kerugian tidak mampu membayar, maka pihak yang lain wajib

3 rbid. h. 207.
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menanggung atas pembayaran ganti kerugian tersebut. Hal ini dapat dijadikan
sebagai jaminan kepastian hukum bagi Bagus untuk memperoleh ganti kerugian.

Tindakan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tanpa
disertai Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan, mengingat Pasal
11 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda yang dibebani dengan
jaminan fidusia wajib didaftarkan. Selanjutnya ditentukan pula pada Pasal 15 ayat
(3) UU No. 42 Tahun 1999 bahwa apabila debitur cidera janji, maka Penerima
Fidusia mempunyai hak menjual benda yvang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas
kekuasaannya sendiri dengan syarat bahwa sebelumnya telah dicatat dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia. Selain itu juga dalam Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999
diatur bahwa asas droit de suit tidak berlaku atas benda persediaan yang menjadi
obyek jaminan fidusia.

Pada kasus vang terjadi antara Bank Eksekutif dengan Bagus, tindakan
penyitaan oleh Bank Eksekutif tidak dapat dibenarkan karena dalam
pengaturannya harus disertai Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal inmi diperkuat lagi
dengan bukti BPKB sebagai sertifikat kepemilikan sudah berada dalam
penguasaan Bagus dan bahkan atas nama Bagus. Yang harus bertanggung jawab
untuk memenuhi prestasi atas hutang yang harus dibayar kepada Bank Eksekutif

adalah Ronny Hartono selaku pemilik show room “Mobil Kita” Surabaya.
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BAB 111
UPAYA HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
YANG MEMBELI BENDA YANG MENJADI OBYEK

JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR WANPRESTASI

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan karena adanya cidera janji
dari pemberi fidusia. Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila
debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¢. Penjualan di bawah tangan vang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”’

Pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda vang menjadi obyek
jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum (Kantor Lelang) dan hasil
pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya.
Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun

demikian, dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan

Nbid h. 152

41
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menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan pemberi fidusia maupun
penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal
tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka
waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat 1 (satu)
bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima
fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya
dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Ketentuan
Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut sifatnya mengikat dan tidak dapat
dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan
eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah
Batal demi hkum.

Sertifikat Jaminan Fidusia memuat suatu titel eksekutorial, yaitu dengan
adanya kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.
(Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 224 H.LR., maka
kekuatan eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jika debitur cidera janji, penerima
fidusia mempunyai hak untuk menjalankan kesempatan eksekusi. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999. Konsekuensi dari
dimuatnya titel eksekutorial ini adalah dalam hal debitur wanprestasi, eksekusi

jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan tanpa harus melalui proses gugatan.

*2 Ibid . h. 153
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Pengertian wanprestasi secara umum adalah tidak memenuhi kewajiban
yang telah ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya
kewajiban itu ada 2 (dua) kemungkinan alasan. yaitu :

a. Karena kesalahan debitur, baik karena sengaja maupun karena lalai;
b. Karena keadaan memaksa (force majeur), jadi diluar kemampuan debitur,

debitur tidak bersalah.>

Subekti membagi 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilaksanakannya,

b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
¢. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya **

Dalam perjanjian fidusia, tindakan yang bisa disebut wanprestasi adalah
seperti misalnya tindakan tidak membayar hutang sesuai tenggang waktu yang
telah ditentukan dan untuk itu telah dilakukan teguran atau somasi oleh pihak
kreditur, tindakan memindahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan
menjaminkan lagi sebagai obyek jaminan kepada orang lain. Apabila debitur
wanprestasi, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999.

** Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan. Alumni, Bandung, 1986_h. 20.
 Subekti, Op. Cit., h. 45,
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Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga telah
mengatur mengenai “kreditur preferen”, yaitu kreditur yang mempunyai hak
untuk didahulukan pelunasannya daripada kreditur lainnya. Kreditur penerima
fidusia merupakan kreditur preferen, karena itu apabila terjadi sengketa dalam
suatu perjanjian, maka kreditur penerima fidusia berhak untuk mendapat
pelunasan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 42
Tahun 1999. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia atas
benda yang sama yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka yang harus
didahulukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun
1999 adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran
Fidusia (Ketentuan Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999).

Pada saat kreditur akan melaksanakan haknya untuk menjual benda
jaminan tetapi ternyata benda jaminan tersebut telah dialihkan atau
dipindahtangankan kepada pihak ketiga, maka dalam keadaan seperti ini kreditur
akan menghadapi risiko pada pelunasan piutangnya. Risiko demikian dapat terjadi
atas benda jaminan terutama benda jaminan yang berupa barang bergerak,
sedangkan untuk benda jaminan yang berupa benda tidak Dbergerak
kemungkinannya kecil untuk dapat dipindahtangankan, alasannya adalah bahwa
atas bangunan tersebut telah dicatatkan pada sertifikat hak atas tanahnya dan juga
tercatat pada buku tanahnya™ Mengenai barang dagangan merupakan

perkecualian karena fungsi dari barang dagangan memang untuk diperjualbelikan.

3% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit.. h. 124.
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Dan kewajiban debitur adalah menjaga agar sisa barang dagangan tetap ada
sampai jumlah tertentu sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kreditur penerima fidusia mempunyai hak kebendaan. Hak kebendaan

mempunyai sifat-sifat, yaitu :

a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga.

b. Hak kebendaan itu mempunyai droit de suit (hak yang mengikuti).
Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam
tangan siapapun juga) barang itu berada, hak itu terus saja mengikuti
orang yang mempunyainya.

c. Asas Prioritas, artinya mana yang lebih dahulu terjadinya,
tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.

d. Hak kebendaan mempunyai “droit de preferen” (hak yang
didahulukan).

e. Hak kebendaan dimungkinkan untuk mengadakan gugat kebendaan,
misalnya berwujud penuntutan kembali, dan lain-lain.

f Kemungkinan hak kebendaan dapat dipindahtangankan secara

penuh.‘“’

Jika kreditur melaksanakan hak yang dimilikinya yaitu hak kebendaan
berupa menuntut kembali benda jaminan yang berada dalam kekuasaan pihak

ketiga sebagai pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka upaya

3 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Cetakan kelima, Liberty,
Yoavakarta, 2000, h. 25-27.
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hukum apa vang dapat dilakukan oleh pihak ketiga tersebut ? Apakah hukum akan
melindungi pihak ketiga atau kreditur ?

Oleh karena itu, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pihak
ketiga yang diberikan oleh hukum, maka seyogyanya mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut BW dan UU No. 42 Tahun
1999.

Dalam Pasal 574 BW telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi
pemilik benda jaminan. Dalam Pasal 574 BW tersebut pemilik benda jaminan
diberikan perlindungan hukum berupa “Gugat Revindikasi” (Hak untuk menuntut
pengembalian barang dari debitur atau pihak 111). Hak gugat revindikasi hanyalah
diberikan pada pemilik benda. Kreditur sebagai pemilik benda jaminan
mempunyai hak milik atas benda jaminan tersebut.

Hak milik merupakan hak yang tidak terbatas. Menurut Pasal 570 BW Hak
Milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sebebas-bebasnya asalanya
tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini lain halnya dengan fidusia. Dalam
fidusia, kreditur mempunyai hak yang terbatas artinya kereditur memiliki
wewebang yang terbatas, dimana wewenangnya tidak meliputi menjual benda
tersebut. Gugat revindikasi dapat diajukan oleh pemilik benda jaminan kepada
debitur maupun kepada pihak ketiga. Dalam mengajukan gugat revindikasi,
pemilik tidak perlu mengemukakan bagaimana cara memperoleh benda itu,

melainkan cukup mengemukakan bahwa benda tersebut adalah miliknya.”’

*7 pbid.. h. 60
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Hukum juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang
membeli benda jaminan yaitu dengan masuk menjadi para pihak dalam gugatan
atau sebagai pihak intervenien dengan tujuan untuk mempertahankan
kepentingannya terhadap benda jaminan, sehingga benda jaminan tersebut tetap
dalam penguasaannya. Hal ini dikarenakan pihak ketiga mempunyai alas hak yang
sah terhadap benda tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga disebut sebagai
“TUSSENKOMST” karena inisiatif untuk mengajukan gugatan berasal dari pihak
ketiga dan tujuannya bukanlah untuk mendukung salah satu pihak melainkan
untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Dimana dalam Hukum Perdata
diketahui ada 3 Lembaga Intervensi yaitu :

1. VRIJWARING
Inisiatif dari tergugat, dimana keberadaan pihak ketiga untuk mendukung
tergugat.

2. VOEGING
Inisiatif tidak berasal dari salah satu pihak, melainkan dari pihak ketiga dan
tujuannya adalah untuk mendukung salah satu pihak.

3. TUSSENKOMST
Mirip dengan Voeging vaitu inisiatif gugatan dari pihak ketiga tetapi
tujuannya tidak untuk mendukung salah satu pihak (untuk mendukung
kepentingannya sendiri).

Dalam membuat perjanjian, para pihak harus memperhatikan syarat sah
perjanjian. Suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat dalam

pasal 1320 BW, yaitu :
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a. Sepakat mereka vang mengikatkan dirinya,

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¢. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah unsur kesepakatan atau
sering disebut persetujuan. Ini merupakan hal yang sangat essensial dalam
perjanjian. Hal ini dapat diketahui dari pasal-pasal yang mengatur hal ini , yaitu
pasal 1321 s/d pasal 1328 BW. Ditegaskan bahwa kesepakatan ada hanya apabila
tidak diberikan karena kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), dan paksaan
(dwang). Sebaliknya ditafsirkan bahwa kesepakatan itu tidak pernah ada apabila
terdapat kekhilafan, penipuan dan paksaan (Pasal 1321 BW).

Syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat
perjanjian. Kecakapan (bekwaamheid) adalah kemampuan seseorang untuk
melakukan perbuatan hukum. Setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan-perikatan, kecuali berdasarkan undang-undang ia dinyatakan tidak
cakap (Pasal 1329 BW). Menurut BW, dengan penafsiran a contrario terhadap
pasal 1330 BW dan dengan penyesuaian terhadap hukum yang berlaku saat ini,
setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian apabila telah memenuhi
syarat dibawah ini :

1. Orang yang sudah “dewasa”, yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun atau
lebih atau belum mencapai 21 tahun tetapi sudah pernah kawin. (pasal 330
BW).

2. Tidak berada dalam pengampuan (curatele).
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Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Ini menunjukkan obyek perjanjian.
Pasal 1332 s/d Pasal 1334 BW merupakan ukuran normatif terhadap obyek
perjanjian. Hal yang sangat perlu diperhatikan mengenai obyek perjanjian adalah
bahwa obyek perjanjian hanyalah barang yang diperdagangkan, tertentu jenisnya
(Pasal 1333 ayat (1) BW) dan jumlahnya setidak-tidaknya dapat ditentukan
kemudian (Pasal 1333 (2) BW).

Syarat terakhir untuk sahnya perjanjian adalah sebab yang diperbolehkan.
Ini merupakan isi perjanjian atau tujuan diadakannya perjanjian. Itu sebabnya
causa perjanjian harus diperbolehkan. Suatu sebab dinyatakan halal hanya apabila
tidak dilarang perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan
tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1337 BW).

Perlu diperhatikan bahwa apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi
akibat hukumnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietighaar),
sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu
batal demi hukum (nietig), sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah
ada. Titik pangkal dan akibat hukum suatu perjanjian (perjanjian jual beli) antara
debitur dengan pihak ketiga menurut Pasal 1338 BW yang isinya sebagai berikut :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup.

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila keempat syarat sah perjanjian (Pasal 1320 BW) tadi sudah

dipenuhi, maka perjanjian itu adalah sah dan mempunyai daya ikat yang sama
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seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) BW), sehingga
perjanjian itu dapat dipaksakan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yang
dirumuskan dalam perjanjian. Tetapi menurut Pasal 1339 BW, tidak hanya yang
dirumuskan secara tegas dalam perjanjian, juga para pihak terikat terhadap segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang.

Perjanjian yang sah dan karenanya mengikat seperti undang-undang hanya
berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, tidak dapat menimbulkan
kerugian atau manfaat terhadap pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam Pasal
1317 BW (Pasal 1315 Jo 1340 BW). Oleh karena itu, wajar apabila menurut Pasal
1338 ayat (2) BW, perjanjian tidak dapat ditarik atau diputuskan secara septhak
melainkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak dengan alasan-alasan yang
menurut perundang-undangan dinyatakan cukup.

Pasal 1338 ayat (3) BW merupakan hal yang sangat penting dalam hukum
perjanjian, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Ini berarti
bahwa menurut pasal 1338 ayat (3) BW, tingkah laku para pihak dalam
pelaksanaan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak
tertulis. Dari uraian di atas nampaklah bahwa BW, khususnya buku 11l bab II dan
IV, hanya mengatur syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum yang timbul dari
perjanjian yang sah. Mengenai perlindungan hukum tidak secara konkret
dirumuskan, melainkan mengacu kepada rumusan Pasal 1338 ayat (3) yaitu

pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Pengujian atau penilaian suatu
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perjanjian berdasarkan pelaksanaan vang beritikad baik merupakan wewenang
pengadilan.

Menurut sistem hukum BW dalam perjanjian jual beli harus diikuti dengan
penyerahan supava terjadi perpindahan atau peralihan hak. Karena penyerahan
merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Penyerahan dari benda
bergerak yang berwujud, caranya diatur menurut ketentuan dari pasal 612 BW.

Pasal 612 BW :

1. Penyerahan benda bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan
dengan penverahan yang nvata akan kebendaan itu oleh atau atas
nama pemiliknya, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari
bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

2. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus
diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang
hendak menerimanya.

Menurut Pasal 612 ayat (1) BW di atas, maka penyerahan dilakukan dengan
penyerahan nyata atau penyerahan dari tangan ke tangan. Menurut Pasal 612 ayat
(2) adakalanya penyerahan pada peralihan hak tidak perlu dilakukan, yaitu dalam
hal benda yang akan diserahkan itu telah berada dalam tangan orang yang hendak
menerimanya.

Pada penyerahan benda tidak bergerak berupa bangunan atau rumah di
atas tanah hak pakai atau hak sewa dilakukan dengan balik nama. Dalam
perjanjian jaminan fidusia, bangunan tersebut didaftarkan dan dicatat pada
sertifikat haknya agar pihak ketiga (masyarakat umum) mengetahui bahwa

bangunan tersebut telah dipakai sebagai jaminan sesuatu hutang.*®

*¥ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Git.. h. 124.
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Gugat revindikasi terhadap benda-benda bergerak dapat dilawan oleh
pihak ketiga dengan mendasarkan pada Pasal 1977 ayat (1) BW : Barang siapa
yang menguasainva (atas benda bergerak) dianggap sebagai pemiliknya. Bezit
atas benda bergerak itu berlaku sebagai alas hak yang sempurna (hak milik).
Dalam keadaan ini pihak ketiga sebagai pembeli benda jaminan merupakan
pemilik dari benda bergerak tersebut, yang menurut sifamya pihak ketiga ini
memperolehnya melalui perantara orang lain (derivatief) berdasarkan hak khusus
yaitu melalui pembelian setelah ada penyerahan.

Mengenai bezit telah diatur dalam Buku Il BW yaitu mulai dari Pasal 529
sampai dengan Pasal 569 BW. Menurut Pasal 529 BW, pengertian bezit adalah
keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda, seseorang menguasainya, baik
sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah
kepunyaannya sendiri. Untuk dapat dikatakan membezit, maka seseorang harus
memenuhi syarat bezit, antara lain :

a. Corpus

Harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan
bendanya.

b. Animus

Hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh
orang tersebut. Dan kehendak ini adalah kehendak yang sempurna,

artinya bukan kehendak dari anak kecil atau orang gila.”

3 8ri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit., h. 84.
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Dalam Hukum Perdata sendiri dikenal adanya 2 (dua) macam bezit, yaitu
te goeder trouw dan te kwader trouw. Bezit adalah te goeder trouw, jika si
bezitter (orang yang membezit) memperoleh benda tadi dengan salah satu cara
untuk memperoleh hak milik dan ia tidak mengetahui cacad-cacad (kekurangan)
yang terkandung di dalamnya (Pasal 531 BW). Sedangkan bezit adalah 7e kwader
trouw, jika si bezitter (orang yang membezit) mengetahui bahwa benda yang ada
padanya itu bukan miliknya (Pasal 532 BW)."

Baik bezit te goeder trouw maupun bezt te kwader trouw kedua-duanya
mendapat perlindungan hukum. Hanya saja tentunya bezit yang te goeder trouw
mendapat perlindungan yang lebih banyak daripada bezit yang te kwader trouw.
Sedangkan mengenai cara memperoleh bezit sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Dengan jalan Occupatio (menduduki atau mendaku bendanya).

Adalah cara memperoleh bezit itu secara mandiri tanpa bantuan dari
orang yang membezit lebih dahulu. Dikatakan juga memperoleh bezit

yang bersifat originair (asli).

™}

Dengan jalan 7raditio (Penyerahan bendanya).

Adalah cara memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang
membezit lebih dulu. Diperoleh dari tangan bezzitter yang lama ke
tangan bezzitter yang baru. Dikatakan juga memperoleh bezit yang

bersifat derivatief.

* Fbid., h. 86.
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Mengenai kedudukan berkuasa (bezit) terhadap benda yang bergerak
berlakulah sebuah asas hukum yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1977
ayat (1) BW, yang bunyinya :

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang

vang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang

menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.
Jadi barang siapa yang membezit benda bergerak dalam hal ini seketika bebas dari
tuntutan pemilik. Terhadap bunyi perumusan dalam Pasal 1977 ayat (1) BW tidak
dapat ditafsirkan bahwa menurut legitimae theori, bezit itu bukan atau tidak sama
dengan hak milik. Hanya saja barang siapa yang secara jujur membezit benda
bergerak. dia akan terlindungi oleh hukum.

Apabila kreditur (pemilik benda jaminan) meminjamkan benda jaminan
kepada debitur (adanya perjanjian jaminan fidusia) tapi temyata kemudian debitur
menjual atau memindahtangankan benda jaminan kepada pihak ketiga, maka yang
akan dilindungi oleh undang-undang adalah pihak ketiga. Terhadap pihak ketiga
dipersyaratkan adanya itikad baik (pihak ketiga merupakan pembeli yang jujur).
Sehingga dapat diartikan bahwa terhadap seorang yang membezit atas benda
bergerak dengan itikad baik, maka ia akan dilindungi oleh undang-undang (Pasal
1977 ayat (1) BW) dan orang tersebut dapat menjadi eigenaar dari benda yang
dibezitnya tanpa memperdulikan apakah ia memperoleh dari orang yang
mempunyai kewenangan berhak atau tidak.

Hal ini dapat diterapkan pula pada benda-benda yang dijaminkan secara
fidusia manakala benda jaminan berada dalam kekuasaan debitur. Jika debitur

mempunyai itikad buruk yaitu menjual benda jaminan kepada pihak ketiga, jelas
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pembeli atau pihak ketigalah yang akan dilindungi oleh Pasal 1977 BW, karena
pihak ketiga dapat menganggap bahwa debitur yang menguasal dan menyerahkan
benda tersebut adalah pemiliknya. Tanpa ada kewajiban dari pembeli untuk
menyelidiki terlebih dahulu apakah benda yang bergerak itu dalam keadaan
sedang dijaminkan atau tidak. Ini berarti jual beli antara debitur dengan pihak
ketiga adalah sah.

Pihak ketiga dianggap beritikad baik, manakala pihak ketiga memperoleh
benda jaminan dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (melalui
penyerahan), dia tidak mengetahui cacad cela yang terkandung di dalamnya (Pasal
531 BW). Sedangkan berdasarkan Pasal 532 BW pihak ketiga dianggap beritikad
buruk jika ia mengetahui bahwa benda yang ada pada debitur itu sebenarnya
bukan milik debitur itu sendiri. Tetapi dalam hal ini pihak ketiga dianggap selalu
beritikad baik. Sehingga barang siapa yang mengemukakan bahwa sesuatu bezit
adalah tidak jujur, maka dialah yang wajib membuktikan (Pasal 534 BW).

Dalam hukum berlaku suatu azas bahwa itikad baik itu selalu ada pada
setiap orang, sedangkan itikad buruk itu harus dibuktikan. Walaupun kreditur
mempunyai hak kebendaan tetapi menurut Pasal 1977 ayat (1) BW, kreditur tidak
bisa mempertahankan hak kebendaannya dari pihak ketiga yang beritikad baik
apalagi pihak ketiga memperoleh benda tersebut melalui perjanjian jual beli bukan
diperolehnya dengan cuma-cuma atau hadiah atau hibah. Akibat hukum peralihan
benda jaminan kepada pihak ketiga bagi kreditur adalah perjanjian jaminan fidusia

menjadi hapus.
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Dengan hapusnya perjanjian jaminan fidusia tidak mengakibatkan
hapusnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam hal ini kreditur
berubah kedudukannya dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Apabila
pihak ketiga terbukti bahwa ia beritikad buruk dan di pengadilan ia dikalahkan
kemudian pihak ketiga ini dengan putusan pengadilan wajib menyerahkan benda
jaminan kepada kreditur, pihak ketiga dapat melakukan upaya hukum dengan
mengajukan gugatan kepada debitur. Hal yang bisa dituntut pihak ketiga kepada
debitur adalah pembatalan perjanjian karena adanya unsur penipuan (Pasal 1328
BW) dan pengembalian harga barang yang telah dibayarkan (Pasal 1495 BW).

Pembatalan perjanjian didasarkan pada alasan terdapat cacad hukum
berupa penipuan (Pasal 1328 BW). Dengan dilakukannya penipuan oleh debitur
kepada pihak ketiga, maka perjanjian jual beli antara debitur dengan pihak ketiga
tidak sah (Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian). Dengan adanya
pembatalan perjanjian, pihak ketiga dapat menuntut kembali harga benda jaminan
yang telah dibayar kepada debitur (Berdasarkan Pasal 1495 BW).

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara
khusus mengenai upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga untuk
mempertahankan haknya dari kreditur apabila benda jaminan yang dibelinya
bukan merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan atau bila harga
penjualan benda belum dibayar lunas. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 telah
memberikan pengaturan mengenai pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris.
Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999. Akta

Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya harus memuat :
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a. ldentitas para pihak yaitu pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

¢. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia:

d. Nilai penjaminan;

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf ¢ UU no. 42 Tahun 1999 disebutkan
bahwa uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan
mengidentifikasikan benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti
kepemilikkannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
merupakan benda bergerak berupa benda dalam persediaan maupun stock barang
dagangan yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, maka dalam akta jaminan
fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, jumlah dan kualitas dari benda
tersebut. Sedangkan mengenai surat bukti kepemilikan benda tidak bergerak
terhadap bangunan, sebagai tanda bukti hak atas bangunan yang sah yang
memberikan kewenangan pemilik bangunan untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap bangunan itu. Yang ada adalah sertifikat hak atas tanah, dan bukan
bangunan vang didirikan diatas tanah tersebut.

Menurut Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999, pemberi fidusia dapat
mengalihkan benda jaminan jika benda tersebut merupakan benda persediaan atau
stock barang dagangan, tetapi benda jaminan tersebut wajib diganti dengan obyek
yang setara. Yang dimaksud dengan setara adalah sama jenis dan nilainya.

Sedangkan untuk benda jaminan selain benda persediaan ada larangan bagi
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pemberi fidusia untuk mengalihkannya kepada pihak lain, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia."'

Dalam penjelasan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999, yang dimaksudkan
dengan mengalihkan adalah termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka
kegiatan usahanya. Oleh karena itu, ketentuan yang menyangkut benda dalam
persediaan secara analog juga berlaku untuk stock barang dagangan. Di sisi lain
antara benda persediaan dengan barang dagangan terdapat persamaan Yyaitu

berdasarkan sifatnya selalu berubah-ubah atau tidak tetap.

3.1. Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Membeli Benda Bergerak
Tidak Atas Nama (Menurut BW)

Upaya hukum yang tersedia bagi pihak ketiga, yang pertama adalah
hanya terbatas pada perlawanan sebagai intervenien (untuk membela
kepntingannya sendiri) yaitu dengan mendalikan Pasal 1977 ayat (1) BW bahwa
pembeli benda jaminan atau pihak ketiga tidak mengetahui bahwa benda yang
dibelinya sudah dijadikan Obyek Jaminan Fidusia. Sebagai pihak ketiga, ia boleh
menganggap bahwa pihak yang menguasai barang ( bergerak) sebagai pemilik dan
tidak ada kewajiban bagi pihak ketiga untuk menyelidiki terlebih dulu apakah
benar yang menguasai itu benar-benar pemilik barang. Dengan demikian, jual
beli yang dilakukan antara debitur dengan pihak ketiga adalah SAH. Pihak ketiga
dianggap beritikad baik dan beban pembuktian ada pada kreditur apabila kreditur

mengatakan bahwa pihak ketiga beritikad buruk. Perlindungan hukum dari Pasal

! [ ihat Pasal 23 avat (2) UU No. 42 Tahun 1999
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1977 ayat (1) BW terbatas pada pihak yang membeli benda jaminan berupa benda
bergerak tidak atas nama (contoh : arloji, buku, kalung), namun jika atas benda
jaminan tersebut dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yaitu dengan
menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kreditur dapat menuntut kembali
benda jaminan tersebut.

Akibat hukum dari suatu gugatan yang berhasil mendalikan Pasal 1977

ayat (1) BW adalah :

a. Pihak ketiga yang dilindungi Pasal 1977 ayat (1) BW dapat
merevindiceer benda dari setiap pemegang (houder) atau detentor,
juga dari pemilik semula (oorspronkelijke eigenaar) dalam hal benda ‘
itu ada dalam kekuasaannya.

b. Orang-orang yang kemudian berhak (rechtsopvalgers) dari pihak
ketiga yang dilindungi oleh Pasal 1977 ayat (1) BW memperoleh
eigendom, juga apabila mereka telah mengetahui kenyataan bahwa
orang vang sebelumnya berhak telah memperoleh benda tersebut dari
seseorang yang tidak berkewenangan berhak. Perolehan haknya
memenuhi persyaratan Pasal 584 BW yang disebut perolehan dari
seorang yang berkewenangan berhak.

Itikad baik atau buruk dalam hal ini tidak memegang peranan.
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3.2 Upaya Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Membeli Benda Persediaan Atau
Stock Barang Dagangan (Menurut UU No. 42 Tahun 1999)

Upaya hukum yang kedua adalah berdasarkan Pasal 22 UU No. 42
Tahun 1999 vaitu perlakuan khusus bagi pihak ketiga yang membeli benda
jaminan berupa benda persediaan atau stock barang dagangan yakni pihak ketiga
ini bebas dari tuntutan dengan syarat benda tersebut telah dibayar lunas sesuai
dengan harga pasar. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun pembeli atau pihak
ketiga ini mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, asalkan pembeli itu
telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Menurut penjelasan Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1996, harga pasar adalah
harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut. Jadi
jika ada penjualan benda yang harganya murah atau dibawah harga pasar, maka
seharusnya pihak pembeli curiga bahwa terdapat penipuan pada perjanjian jual
beli tersebut. Pada saat eksekusi benda jaminan, pihak ketiga tidak bisa dituntut
oleh kreditur untuk menyerahkan benda jaminan, tetapi perlindungan ini hanya
diberlakukan terhadap pembeli benda persediaan atau stock barang dagangan.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 pada Pasal 22 dan pasal-pasal selanjutnya
memang tidak merumuskan tentang benda jaminan yang bukan merupakan benda
persediaan atau stock barang dagangan, atau mungkin juga benda jaminan tersebut
memang merupakan persediaan atau stock barang dagangan tetapi bagaimana bila
harga penjualan benda jaminan tersebut belum dibayar lunas. Untuk
menyelesaikan persoalan seperti ini, maka kita akan tetap mengujinya dengan

mendasarkan pada Pasal 1977 ayat (1) BW.
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Dengan beralihnya benda jaminan kepada pihak ketiga, berarti perjanjian
jaminan fidusia menjadi hapus. Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.42
Tahun 1999 menyebutkan bahwa hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut :

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;

b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia;

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kreditur penerima fidusia yang semula sebagai kreditur preferen, maka dengan
hapusnya jaminan fidusia berubah menjadi kreditur konkuren. Oleh karena itu,
posisi kreditur menjadi tidak aman artinya bisa saja piutangnya tidak dilunasi oleh
debitur.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 terdapat ketentuan yang merupakan
larangan bagi debitur pemberi fidusia misalnya dalam Pasal 23 (2) UU No. 42
Tahun 1999. Hal ini bisa dipahami mengingat debitur selaku bezitter dari benda
jaminan fidusia mempunyai potensi besar untuk menghilangkan benda jaminan
secara tidak jujur. Dalam UU No. 42 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 35 dan 36 juga
memuat mengenai ketentuan pidana yang berupa sanksi dan denda bagi setiap
orang yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberi
keterangan yang menyesatkan yang bisa mengakibatkan gagalnya perjanjian
jaminan fidusia.

Bagi debitur pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda jaminan tertentu yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari kreditur penerima fidusia dapat dipidana dengan pidana
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penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima
puluh juta). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan

kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Upaya penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank Eksekutif /anpa disertai
Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan
bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia yaitu bertentangan dengan ketentuan mengenai Pendaftaran
Fidusia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun
1999. Dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tersebut diatur bahwa benda
yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Juga bertentangan dengan
Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai hak dari
penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
apabila debitur wanprestasi dengan syarat harus ada Sertifikat Jaminan
Fidusia. Terlebih lagi tindakan penyitaan oleh Bank Eksekutif tersebut
obyeknya adalah mobil yang termasuk dalam benda persediaan atau barang
dagangan yang menurut Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 bebas dari segala
tuntutan hukum.
Selain itu, upaya penyitaan mobil tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Bank
Eksekutif juga melanggar ketentuan Pasal 226 H.LR, penyitaan harus diajukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri dan eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan,
sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Bank Eksekutif tersebut

bukan merupakan penyitaan yang sah dan berharga melainkan merupakan
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suatu tindakan pengambilan barang secara paksa atau main hakim sendiri.
Tindakan penyitaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar
hukum (Pasal 1365 BW). Dimana unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365
BW tersebut telah terpenuhi, dan karenanya Bank Eksekutif wajib
memberikan ganti kerugian kepada Bagus.

Dalam kasus Bank Eksekutif ini juga telah terjadi tindakan wanprestasi yang
dilakukan oleh Ronny Hartono terhadap Bank Eksekutif dan Bagus.
Wanprestasi yang dilakukan terhadap Bank Eksekutif yaitu tidak dapat
membayar hutang yang telah jatuh tempo, sedangkan terhadap Bagus yaitu
bahwa sebenamnya mobil opel blazer tahun 1999 yang dijual oleh Ronny
Hartono tersebut secara diam-diam telah dijaminkan tanpa sepengetahuan
Bagus kepada Bank Eksekutif.

Akibat hukumnya adalah Ronny Hartono harus memberikan ganti kerugian
kepada Bank Eksekutif dan kepada Bagus berdasarkan Pasal 1243 BW dan
Pasal 1495 BW. Sedangkan mengenai pembayaran ganti kerugian terhadap
Bagus oleh Bank Eksekutif dan Ronny Hartono dapat dilakukan secara

tanggung renteng sesuai dengan ketentuan Pasal 1278 BW.

Upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang membeli benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia ada 2 macam, yang pertama adalah dengan
memberikan kesempatan bagi pihak ketiga tersebut untuk masuk menjadi para
pihak dalam perkara yaitu sebagai pihak intervenien untuk membela

kepentingannya sendiri dengan mendalikan Pasal 1977 ayat (1) BW.
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Perlindungan hukum dari Pasal 1977 ayat (1) BW tersebut terbatas pada pihak
ketiga yang membeli benda jaminan tersebut kreditur dapat menunjukkan
bukti kepemilikannya yaitu dengan menunjukkan Sertifikat Jaminan fidusia,
maka kreditur dapat menuntut kembali benda jaminan tersebut.

Upaya hukum bagi pihak ketiga juga diatur dalam Pasal 22 UU No. 42 Tahun
1999, Pasal 22 UU No. 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum
yang lebih tegas terhadap pihak ketiga yang membeli benda jaminan yang
merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan yaitu pihak ketiga
ini bebas dari tuntutan dengan syarat harga penjualan benda tersebut telah

dibayar lunas sesuai dengan harga pasar.

Saran

Sebaiknya Bagus mencantumkan gugatan perbuatan melanggar hukum (Pasal
1365 BW) terhadap tindakan penyitaan mobil yang dilakukan oleh Bank
Eksekutif, dan menjadikan satu gugatan ganti kerugian yang diajukannya
yaitu menjadi gugatan ganti kerugian secara tanggung renteng (Pasal 1278
BW) kepada Ronny Hartono dan Bank Eksekutif. Hal ini untuk memberikan
jaminan vang kuat kepada Bagus agar gugatan ganti kerugiannya dapat
terpenuhi. Bagus dapat meminta Pengadilan supaya Ronny Hartono turut
dipanggil di depan sidang pengadilan untuk turut membela hak Bagus.
Terhadap Bank Eksekutif maupun semua pihak yang bertindak sebagai

penerima jaminan fidusia, di dalam memberikan kredit harus berhati-hati
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terhadap calon debiturnya dalam kaitannya dengan faktor 5 C, terutama dalam
hal jaminan terhadap barang persediaan (stock perdagangan).

Bagi pembeli juga diharapkan untuk berhati-hati, sebelum melakukan
transaksi jual beli sebaiknya menyelidiki dulu tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan benda yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia.

Bagi pihak penerima fidusia juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan
obyek jaminan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk

memperoleh kepastian hukum dan untuk menghindari terjadinya sengketa.

Meskipun dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan BW
telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang membeli
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, akan tetapi tidak diatur secara
khusus mengenai upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga
untuk mempertahankan haknya dari kreditur apabila benda jaminan yang
dibelinya bukan merupakan benda persediaan atau stock barang dagangan atau
bagaimana bila harga penjualan benda belum dibayar lunas. Oleh karena itu,
seyogyanya pokok-pokok permasalahan tersebut dirumuskan secara jelas dan
tegas sehingga fungsi hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian
bagi setiap orang dapat tercapai.

Meskipun dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 42 Tahun 1999 telah diatur
mengenai sanksi pidana, akan tetapi seharusnya sanksi pidana tersebut
diperberat karena kreditur maupun pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan

debitur tersebut, dengan denda yang harus dipenuhi debitur tidak bisa
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menutup kerugian dari kreditur atau pihak ketiga. Karena nilai benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia lebih besar dari dendanya. Dengan keadaan
ini, fungsi pengenaan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif tidak

terpenuhi.
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Mau Untung Malah Jadi Buntung

Surabaya, Kompas - Terpidana Ronny Hartono (45), pemilik Show Room Maobil ]
Kita Jalan Kertajaya, Surabaya, yang divonis dua tahun penjara akibat kasus

penggelapan diwajibkan mengembalikan 13 mobil mewah ke Bank Eksekutif p—
Surabaya. Padahal, mobil sebanyak itu telah ia jual ke konsumen. Lii‘

Perintah itu datang dari hakim Karseno Asmotijoso yang mengadili perkara
Ronny, Rabu (21/5). "Ini sudah menjadi amar putusan. Apa pun risikonya
terpidana harus mengembalikan mobil-mobil itu," kata Karseno ditemui di ruang

Berita Lainnya :

kerjanya. Adapun mobil itu bermerek, Mercedes-Benz, Terano, dan Opel . Kelompok Beratribut

Blazer. PDI-P Hadang
Mahasiswa

Akar_) tetap_i, perintah Karseno rperp'unc.ulkan persoalan hukum baru sebap ' gz%ﬁfgf:%?a

mobil-mobil yang awalnya menjadi jaminan utang Ronny di Bank Eksekutif

kenyataan sudah dimiliki pihak ketiga. . Korban Kecelakaan

Bus Damri Mengadu
ke DPRD Jember

Mau Untung Malah

"Seandainya putusan hakim itu bertujuan agar Ronny mengembalikan nilai

pinjaman di bank sebesar Rp 7 miliar, kenapa harus mobil konsumen yang Jadi Buntung
disita. Kenapa bukan aset kekayaan terpidana,” tanya Wiliam Simon, kuasa S ALpis it
hukum konsumen. * Teater Kampus
li luki

Kemarin Simon melayangkan gugatan atas putusan hakim itu. Kepada Ronny * g";;.';‘.;fgf‘fn Kac:
konsumen juga menggugat perdata karena merasa dirugikan.  Pertamina Akan

Menaikkan Harga Eipij
Andre Ermawan, kuasa hukum Ronny mengatakan tidak mengerti dengan Menjadi Rp 3.000 per
putusan Karseno. "Lha, kenapa mobil yang disuruh kembalikan, bukan uang Xa

Pengusaha dan
Pemkot Surabaya

atau harta benda Pak Ronny yang disita," katanya.

Belum Siap Mental
Menanggapi gugatan itu, Karseno mengatakan itu adalah hak konsumen. ~Security Surcharge”
Bahkan masyarakat yang dirugikan dalam kasus penggelapan yang dilakukan " Telah Membebani Jasz
Ronny juga bisa mengadukan terpidana untuk tindak pidana lainnya, yakni Angkutan Dunia
penipuan. "Dampak hukumnya memang demikian. Terpidana bisa dituntut . Pemenang Tender
secara pidana lagi," tambah Karseno. 30.000 Ton Gula

Impor Minta

Perpanjangan Waktu
Kasus ini menjadi wacana hukum menarik. Sebab dalam teori hukum dikenal PT Molindo Raya
istilah nebis en idem. Menurut Karseno, tuntutan pidana penipuan terhadap " Diintimidasi Oknum
Ronny bukan nebis en idem sebab kasusnya berdiri sendiri Warga

. 4.000 Rumah

Ronny diseret ke Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan kasus penggelapan. % gﬁ% dau‘.?,em
Awalnya, Ronny meminjam uang di bank eksekutif sebesar Rp 7 miliar dengan Produksi Gula di Jatim
jaminan 29 mobil di Show Room miliknya. Disepakati juga untuk menjual mobil * Bulan Mei 2003
harus diketahui pihak bank sehingga mereka perlu menahan BPKP kendaraan. Sebanyak 40.000 Ton

Belum Ada Aktivitas

Penerimaan Calon
Anggota Panwaslu

Tak Berimban P
Bisa Perintah Eksekuti

Kenyataannya Ronny ingkar, ketika akan melunasi utangnya yang diperkirakan
tersisa Rp 3 miliar, ia melego 13 mobil mewah di show room-nya kepada
masyarakat tanpa sepengetahuan pihak bank. Kepada pembeli ia mengaku
akan mengurus surat kendaraan sekaligus melakukan balik nama kendaraan
satu bulan dari pembelian. Calo Proyek Pemkot

Meita Puspa ar a
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Menurut Purnomo sejak kasus penggelapan Ronny itu merebak tahun 2002
lalu, pihaknya langsung mengamankan sembilan buah mobil yang disita dari
tangan masyarakat. Diperoleh keterangan mobil-mobil itu dijual dengan harga
miring. Sisa empat mobil, kata jaksa, masih beredar di jalan.

Lalu bagaimana sikap jaksa dan hakim atas kerugian masyarakat konsumen.
"Ah, itu urusannya dengan terpidana. Kami enggak mau tahu menahu,”
katanya. Inilah risiko membeli barang-barang bermasalah. Mau untung temyata
buntung. (ZAL)
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Page 2 of -

. Surabaya

. Pemkot Surabaya
Akan Jual Insenerator

di TPA Keputih

Potensi Masalah dalam
Pengembangan
Kawasan Selatan Jawa
Timur

Buntut Perpindahan ke
Partai Lain, Fraksi
PDI-P DPRD Surabaya
Me i Tiga Ketua
Komisi

* SELINTAS JATIM

* INTI EKBIS

Design By KCM

Copyright © 2002 Harian KOMPAS

eita Puspawardhanl

e://\C2\d\My3%20Documents\Mau%20Untungd20Malan%20Jadi%20Buntungs20-S630Kami... 02/04/0:



Vi Al b o = Bl i Elalipig UeUie] -

‘Sp6 ) teseq Buepun ,ﬁ

-Buepun g¢ |esed uep ‘(1) yehe oz |esed ‘(}) 1ehe g |esey : rebuiBuspy f

‘eisnpi4 ueuiwer Buejua) Buepun-Buepun
ynjusquew nyed Buepuedip o uep 'q ‘e Jnuny wejep pns

-yewip euewebeqgas uebuequiuad ueyiesepiag emyeq p
‘BISNpPI4 UBIBlEPUaY JOJUBRY

eped uexseyeplp nuad jngesia) ueujwe| uep eisnpi4 ue
-uiwer reusbuaw dexbus) BueA uenjuajey ymuaqip npad
eyew ‘veBunuedeyiaq Buek yeyid 1Beq wnyny uebunpu)
-led ueyuequwaw ndwew epas wnyny ueyseday uiwel
-Uaw ymun uep Jeuoiseu ueunBuequwad noewaw yiqa)
jedep Bued wnyny ueyningey iynuswaw ¥ymun BMyeq 9

W ‘ysuayaidwoy uep dexybus) eseosss uebuepun-buepun

T -1ad uesnjelad wejep njelp wnjaq uep |suapnidsuni

m eped ueyiesepip yisew Ul jees iedwes cmc.._Em._ ebeq

.m -we| ymueq njes yeles jebeqges eisnpl4 ueujwel emyeq g

m ‘ueurwe|

w ebequsa| jeusbusw Jnjebusw Buek deybua) uep sejsl

m Bued wnyny uenjueley eAuepe ueBusp IBuequip nuad

9 ‘euep ehueipasia) seje eyesn eunp 16eq jeyBuiusw

m sniey uep Jesaq jebues Bued ueyningsy emyeq e : Buequiuspy

14

VISINOANI MIT8and3d N3dIS3dd

VS3 YHVYIN DNVA NYHNL LYIWHYH NYON3d

VISNAld NVNINYP
ONVLIN3L

6661 HIGWILdIS 0€ TVODONVYL

6661 NNHVL 2 HOWON

VISINOANI MITgNd3d DNVANN-DONVYANN

I NVHIdWYT

6661 Unyel gy "oN ejsauopu| y'qndey Buepun-Buepupn

ejelsngd |ejeuss

Meita Puspawardhani

Sita-Atas-Obyek-..

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

S BISNpl4 ueujwep

‘Uejuuawad ueinjeiad uebuep
infuer yigey snjeip eAuiesaq Buek edeiq uexeuayp ‘(1) jede weep
pnsyewip euewebeqes eisnpl4 ueujwep EPY uejenqied depeyis| (g)
EISNPI4 UBUIWEP BPY UBMRdNIaW UBP BISBUOPU| BSRBYRE WE{EP SIIBj0U
epfe uebuep jenqp eisnpiy ueuiwer uebusp epueg ueueqaquwed ()

G |esed

‘Isejsaid njens iynuswaw ynun yeyid esed 1Beq veqifemay ueynquiusw
BueA yosod uelfueliad njens ep ueiny! ueifueliad uesedniaw eisnpiy ueuWeEP

 |esed

BISNpld UeUlWwe ueueqaquad
euweyiad uelbeg

vISNAdld NYNINVT VANSNdVYH Nva
NVHITVYON3d ‘NVHVYLdVANId ‘NYNY8IgW3d
nava

‘epey  p
uep Bueqie) jemesad seje w¥ajodiH o
‘uiga| neye L (ynind
ENp) 02 ueinyniaq 10)0y Is| cmmcwb Jleyepia) Bueh [edey seje yojodiy q
-leyepip gifem Jnqasis) epusq-epuaq seje ueuwe|
uemueuaw nxyepaq Buek ueBuepun-Buepuniad ueinjesad Buelued
-9s .cmr._amcmn uep yeuej ueBusp ueyexiaq Buek uebunBbue] yeHy e
:depeyua) nyejeq yepy 1ui Buepun-Buepun
€ |esed
‘BISNPl4 ueulwer uebuap epuag jueqaqusw
¥nun ueninpeq BueA uejfuelisd denas depeyse) nyepaq jul Buepun-Buepun
¢ jesed

dNXONIT ONVNY
I1ava

‘Isesodioy neje uebuelossiad Buelo yeepe Buesp dejeg gy

‘Buepun-Buepun

neje uelluelad euasey Bueny ieAundwaw Buek seyd yejepe mnjgeq g

6661 UnyeL zy ‘oN eiseuopu 3gndey Buepun-Buepun

BISnpi4 ueujwep vL

‘Buepun-Buepun neje
uelfueliad euasey Buenid eAundwsw Bued yeyd yejepe injpaly ‘g8
‘uafunuoy undnew BunsBue| eteses yieq ‘eAliue
fuen ejew neje eissuopu| Buen ejew wejep yeq Buen yejwnl wepep.
ueyeeAuip jedep neje uexejeAulp Bued ueqlemey yeepe Bueiny
“Blsnpld
veujwepr uebuep uwelip eluueselequed Bued Bueinid jeAundwew
BueA isesodioy neje uebueloesiad Buelo yejepe eisnpl{ Bwuauad 9
"gisnpl4 ueujwer y8lqQ Ipelusw BueA epuag
yijiwed Isesodioy neje uebuelossiad Gueso yeepe eisnpld uaqued G
yejodiy neje uebunbBbue) yey luegqaqip ﬁo.m.n
yepy Buek yeiebieq yepn undnew yesebiaq Buek Yeyepia) sepy bued
undnew Jeyepie) Buek ‘pninmiag yepn Buek undnew pninmieq Bued
yeq ‘ueyyiep uep ypwip jedep Buek njenses ejeBes yejepe epusg v
‘ueseAequad ewpauaw ynun yey yejepe Bueinld g
‘eAuure| Injipasy depeyla) eISNpl4 BWUBUad
epeday uesewejnip Buek ueynpnpay ueyuaquwaw Buek ‘njusua) buen
ueseunjed 16eq ueunbe |eBeges ‘eisnpl4 Lequad ueesenbued wejep
epelaq deja) Bueh uebunbbue] yeH Buejua) (ge-gL /8y Lp8s ‘ON ‘N&)
9661 unye) ¢ Jowop Buepun-Buepun wejep pnsyewp euewiebeges
ueBunbbue; ey luegaqip jedep jepn Bued ueunBueq eAusnsnyy
yeiabieq yepn ppueq uep pninmieq xepn Bued undnew pninmieq
BueA yieq yesabiaq epuaq seje ueujwel yey yejepe eisnpl4 ueuwep g

"epuaq yiwad ueesenbuad wejep deja) Ingesia) ueyy|eIp
efuueyiwaday yey Bued epuaq emyeq uenjuajey uebuep ueedessed
-8y Jesep seje epusq njens ueyijiwadey yey veyebuad yejepe eisnpl4 "L
ueBusp pnsyewip BueA i Buepun-Buepun wejeq
| [esed

WNWN NYNLNIL3IX
| gvg

VISNAld NYNIWYT DNVLNIL ONVYANN-ONVYANN
INVASNLNWIW

ueydejsuapy

VISINOANI XIT8Nd3H LVAMVH NVIDIVMHId NYM3d
ueninjesiad uebuag

6661 unyey zy "oN ejsauopu) yjiqnday Buepun-Buepun

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Ll ; eisnpl4 ueujwep

‘uelejjepuad ueuoyowlad
ueewnsuad eb6ue} uebuap ewes BueA |eB6uey eped eisnpiy Jeyeq
nyng Wejep eIsNpi4 UBUIWEP JBJBOUSW BISNPI4 UBIBJEpPUS JOjuey

"BISNpI4 ueulwer 3alqQ |peluaw Buen epuag repu )

uep lveuiweluad ieu '8

‘eisnpl4 ueujwer yalqQ Ipelusw Bued epuag jeusbusw ueein  p
‘eisnpyj uiwelip 6ueh yoxyod uelluebied ejep o

‘BISNpl4 Ueuiwer epjy jenquew BueA suejou ue
-{Npnpay jedws) Uep BWEU ‘BISNPI4 UBUIWEP BXY Jowou ‘[eBbue;  °q
'BISNPI4 BWlBUSd UBP Uaquad jeyd sejjLapr e
L lenwaw
(1) iede wejep pnsyewip euewreBeqes ueseyepuad ueejedulag

"BISNPI4 UBUIWES UBIEYEP
-uad ueejeduiad ueyidwejaw uebuap eAujyem neje eseny ‘eisnpig
EWlBUSd Y80 UBYNME|Ip BISNPI4 UBUIWEP URiBlEpuad UBUOYOWIBY

El |esed

‘uapisald
uesnindey uebusp injeip eAueliey yedeim uedejeuad uep uie| yeseep
¥Mun eisnply ueselyepuad Jojuey ueynjuaquad jeusbuaw uenjuajey

‘ueweyay usweuedaq sebn) dnybul wejep epesaq

(2) 1efe wejep pnsyewp euewebeqgas BISNPI4 UBJBlBpUSH IOJUBRY
"BISauopuy|

wignday etebeu yedeim yrunjes dnyeousw elisy yeAejim uebuap
BUBNE[ Ip UBNUIPID BISNPI4 UBIBYEPUSY JOJURY ‘I[BY ewepad ynjun
'BISNpl4 Uelelepuad Jojuey eped uelnye(p (1) jede

LL [esed Wejep pnsyewlp euewebeqas eisnpi4 ueulwer ueie)epuay

¢l |esed
‘nyejiaq deje) (1) jede weep pnsyew

-Ip euewrebeqas ueqiiemay ‘eisauopu) yiqndey esefau yedem Jen|
'p epeJaq eisnply ueulwer uebusp jueqeqip Buek epuag ey wejeq

‘uexJeyepip qifem eisnpi4 ueuiwer ueBuap ueqeqip BueA epuag
LL |esed
B|SNpl4 UBUJWEP UBIEYRPUAY
enpay ue|beg

()

()

(1)

(e)

()

(1)

@)
(1)

e|snp|4 ueujwep

9L

‘ueMISUBINSEIP BISNPI4 Jeulwe ¥aiqQ 1pel

-uaw BueA epuag [ey wejep ‘jsueinse wiep yndilew BISNPI4 UBUIWE
‘BIsnpl4

veujwep yalqo peflusw Buek epuaq uep sey ndijew eiSNpl4 ueUWEP

'q

‘e

:ure) ueyifluefiedip lenoay

0L lesed .

‘puasie) veuiwel ueifueliad uebusp
ueynyejip njad yepi} (L) 1eAe wejep pnsyewip euewebeqes ueipnwey
ysjosedip Bued Ereinid neje epueg seje ueuiwe| ueuegaqued

‘uelpnway yajoladip Bued undnew ueyueqp
ueujwe( jees eped epe yeja} BueA yieq ‘Buenid ynsew.s) ‘epueq siual
neje uenjes yiqe| neje nies depeyia) uesuaqip jedep eISNpIy UBUIWEP

6 lesed

(2

(1)

"INQasia) BISNPI4 BWIIBUSY |JEP |EM neje eseny epeday
neje eIsNpl4 BWIBUa 4 Njes Lep yiqe| epeday ueylaqip jedep eisnpl4 uBUIWe

g |lesed

‘Isejsald
niens iynuawgw ueqilemey ueinquiuaw BueA yoxod uellueliad uey
-resepleq eAuye|wn| ueynjuayp jedep |snyasye jees eped Bued Buejny

neje ‘nuaue) yejwnl weep
ueyifueliedip yejey Bued pey ueipnway 1p |nqup uexe Bued Bueyny
‘epe yeyjs) bueA Bueiny

q
‘8

: ednueq jedep eisnpy uebuap ulwelip eAuueseunjed Buek mrm_:I

L |esed

"gIsnpl4 ueuiwer 3alqQ ipelusw BueA epusg reju

_ uep ‘ueuiweluad reju

‘eisnpi4 ueujwer yalqQ ipelusw Bued epuag reusBuaw ueiein
‘eisnpyj uiwelip Buek yoxod ueifueliad ejep

‘BISNpI4 BWlIBUad Uep Uaquad yeyld seyuapl

g U @

”

o

‘e

1 jenwaw eAubueiny
-Bueinyes g |eseq wejep pnsyewip euewrebeqes eISNplY UBLIWEP Y

9 |esed

6661 unyel zy ‘oN ejsauopuj yjignday Buepun-6uepun

6661 unyey zy "oN ejseuopu| yjjlandey Buepun-6uepun

l Sita Atas Obyek ...

Meita Puspawardhani

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

— g|Snpi4 ueujwep

esed ebiey uebuap ensss Jngasia) epusg uejenfuad ebiey seun| Jedequisw
yejey naquied emyeq uenjua'ay uebuap ‘M) BISNply ueulwer eAuepe Buejus)
nyeebusw jngesizy 1aquad undpisew ueymun) Lep seqaq ueelpasiad
epuaq uesednisw Buek eisnpiy ueujwer yalqQ peflusw BueA epuaq __.msc._mn_

’ 2z lesed

‘umyyielp Buek ersnpiy ueuiwer yalqQ ep
nuebBuad eisnpig ueuiwep ¥8/qQ Ipeluaw wnyny iwap ‘(1) 1ehe wepep
pnsyewip euewebeqas ueylebuad eusiey Inquy Buek ueyiBe) neje
uep ueyiebued isey exew “uel BI3pIO eisnpl4 wequiayg ey wepeq ()

. ‘elejas BueA yelyo uebuap eIsnpi4

Waquiad ysjo nuebip qlem (1) jeke wejep pnsjewip euewjebeqas
uexyielp yeje) Buek eisnpiy ueujwep ¥81q0 pelusw Bued epuag (g)

~ . ‘ebnay yeyid

BISNpl4 aqued neje uep unjgap yajo ifluef elapid |pelie} yeje) ejqede
nyeuaq yepn (1) jeAe wejep pnsyewp euewrebegas uenjusjey  (z)

. ‘uebuebepiad eyesn wejep uey

-nye|ip wize| Bued Jnpasosd uep eiea uebuap eisnpiy ueuiwep 3alqo
ipelusw Bued ueeipasiad epuaq ueyyiebusw Jedep eisnpiy lueqwad (1)

Lg |esed

‘BISNpl4 Ueulwer yelqQ Ipelusw BueA ueeipasiad epuaq
seje ueylebuad 1engey ‘epessq Ingasia} epusg undedels uebue} wefep
BISnpid uruiwer ¥alqo ipelusw Buek epuag nnyibusw deys; eisnpiy uBUIWEP

0¢ |esed
‘BISNpi4 ueleyepuad Jojuey epeday nieq Anjipa.y yajo ueyieyepip
(1) ke wepep pnsyewip euewebeqes eisnpiy ueuiwer eluyieisg  (z)

‘nieq nypauy epedey eisnpiy
2Wlsued ueqifemsy uep dey ejeBas wnyny 1wap ehuyieiaq uey
1eqnieBusw eisnpy uebusp uiwelip Buef Guenid seje Xey ueyjeBbusyg (1)

6l |esed
BISnp|4 ueujwer ueyjebuay
ebjay uejbeg
‘Wnwin ynjun e)NqIe} eISNply UBlE)RPUS Y Jojuey) eped epe GueX eisnpiy
ueuiwer yalqo Ipelusw Buek eIsnpl4 epuag jeuabusw uebueiajoy m_mmo.m

8l |esed

6661 unyeL zy "oN eiseuopu) yjigndey Buepun-buepun

BISNp|4 UBUjWEP 8L

; ‘1e)yepia) yepns Buek eisnpi4 ueulwep ¥8lqo 1pel
-usw BueA epuag depeyla) Bue|n eisnpi4 ueynyejaw Buese|ip eisnpl4 uaquad

Ll |esed

"BISNpl4 UBUIWE JEYIUSS

uep uexyesidie} ye} ueibeq ueyedniaw Bued ueyeqniag ueejedwad

ueMlIGIEUBW Uep eBISNPI4 Jeyeq nyng wefep Ingasie) ueyegniad

uejejeouad ueynyepw ‘ueyegnied ueuoyowsad ueewnsuad [efifue}
ueBuep ewes Buek |eBBue; eped eisnply uesejepusd Jojuey (2)

"BISNPI4 UBJR)jEPURJ JOjuE)] BpEde) Inqesie) ueyeqniad

seje ueseyepuad ueuoyouned ueynfebuaw qifem eisnpiy BwuaUed (2)

1eke ¢ | [esed weep pnsyewip euewiebeqas eisnpi4 UeUjWEr JEYILES
wejep wnuease) buek |ey-jey reusbuew ueyegniad ipelie) ejqedy (i)

9} |esed

‘Wpuss
eAuueesenyay seje eisnpi4 ueuiwep yalqo ipelusw Bued epusg
lenfuaw ey reAundwaw eisnpid e iuauad ‘lluel viepid inygap ejqedy (g)

‘deje) wnyny ueienyay yojosedwew yejay Bueh uejpe

-Buad uesnind‘ueBuap ewes Buek |euojnyasya uejenyay leAundwaw
(1) yede wejep pnsyewip euewebeqas eisnply ueujwer xyHeS  (2)

“VS3 VHYIN DNVA NYNVHNLIN

NYMHYSYQH3E NY1IAY3X IW3Q. Biex-ejey ueywnjuedlp (}) jede y|
|esed wejep pnsyewip euewiebeges eisnpl ueuiwep jeyipes weeq (1)

AANNANNA Y
G| |esed

‘BISNPI4 Jeye( nNyNg Wefep eisnpl4 ueuiwep eAu
-jejeoip jeBBue) uebusp ewes Buek jebbue) eped niye| eisnpld ueulwer  (g)

‘(2) yehe g} esed

wejep pnsyewip euewiebeqges jey-jey Buejus) uejejed jenwaw eisnpidy
reyeq myng ueues uexednsew Bued eisrpld ueuluer eyyues  (2)

, ‘uelejjepuad ueuoyow.ad ueewlauad |ebBue) ueBusp

ewes BueA |ebBue) eped eisnpl4 UeUIWEP JEYJIUSS BISNPl4 BUwlUaUad
epeday ueyyeloAuaw Uep UBNNGQUSW EISNPl4 UeJeljEpudd Joey (1)

¥1 lesed

‘yejullaway ueinjeiad uebuap injelp ueseyepuad ehelq uep
eISnpi4 veuiwep uereyepuad eieo eje) leuabuaw jnfue) yiga) uenjualay (¥)

R/RAI UNURT 74 ON BISAUODU ¥nandaw Buepun-6uepun

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

I8 B|Snp|4 ueujwep

‘uejenfuad isey uep eAubueinid ueseunjad Iquebuaw epas
wnwn ueBuejajad INjejsw LIpUasS eISNpl4 BWLBUSY ueesenyay
seje eisnpl4 ueujwer xalqo peluew Bued epusg ueenlusd 'q
‘BISnpl4 eWBUad yajo (g) jede G| |esed
wejep pnsyewip euewiebeqas |euoinyasya |ayy ueeuesyejad B
‘BIED
uebuap uenye|p jedep eisnpi4 ueuiwer yalgo ipelusw Buek epuag
depeyJa) isnyesxya ‘luel eisepio eIsNpi4 uaquagd neje 1njgap elqedy (1)

62 |esed

VISNAld NYNINVYP ISNHISHIT
A gva

"BISNPl4 UeJRYyEpad Jojue) Bped eAuueyieyep
-uaw ninyep yiga| BueA ey epedey ueyuaqp ‘.2 |eseq wepep pnsyewip
euewebeqgss uexninyepip Buek ey exew ‘eisnply ueuwep uejfueliad (njes)
| uep yigs) eisnpi4 veulwer ¥2lqQ Ipelusw ewes Buek epuag seje eliqedy

8¢ |esed

"BISNDI4 18quWad ISepInyl| neje uep uejjieday eku

e|snpid =m:_EE.‘

‘|ngas.e) eisnpl4
ueuiwep ¥alqo Ipefusw Buek epueg eAuyeusnw neje ey uesedajed
‘Bueiny eAusndey jeusbusw ueejeAued uexldwejew uebuep (1) 1ehe
wejep pnsyewip euewebeqas eisnpiy ueujwer eAusndey reusBuaui
eBISNPI4 UBJBlEpUa JOjUEY Bpeday uejnyejuaquew eisnpl4 ewlauad

q
juny 0| |esed wejep pnsyewip euewebeqas |sueinse wiepy ueysndey
-Busw >epn eisnpid ueuiwer %alqQ Ipelusw B1ek epuag eAuyeusnp

“eisnpi4 ueulwep ¥elqo 1pelusw BueA epueg efuyeusnw 2
neje 'eisnpi4 BWwauad Ys|o BISNpl4 UBUIWES SBle YBY uesedsjed 'q

‘eisnpyy uebuap ujwelp Buek Bueiny efusndey &’

Inyuaq 1ebeqes |ey-jey euaiey sndey e|snpi4 ueuiwer
G2 |esed

eisnpi4 ueujwer eAusndeH
1edwaay ueibeg

(e)

(2)

(1)

-epe Buale)y sndey yepy eIsnpl4 ewuUsuad uep ueyninyepip Buek seH

‘BISNPI4 ueuiwer 3alqo Ipeluaw Buek epuag 1snyasya |Isey

seje eAubueinid ueseunjed jquebusw ynjun BISNPI4 BLWLBUH Yey

yeepe (1) jede wejep pnsyewp euewebeqas ueyninyepip Bued yeH

‘eAuuie)

inypaly depeysay ueyninyepip Bued yey ppwsw eisnpiy Blwpauad
L2 lesed

NTNHYAN3IW MYH
Al gvd

1Bej

nye|aq sepy ueinybuesieq Bued eisnply ueuiwep JeyyLasg ueyereAu
-aw Buek uebuessjey Jeins uesuqIaUBW BISNPI4 UBIEJjEpPUDY IOJUBRY
. 'BISNpl Jeyeg nyng Lep eisnpi4
uBUIWeE uejeleouad Ja100uUBW BISNPl4 UBJElEPUR JOJUEY 'GZ [ESed
wejep pnsyewip euewebeqes eisnpiy ueuwer eAusndey uebuaq

9Z jesed

(@)

(1)

6661 Unyeyl zy "oN eisauopu] yignday Buepun-Buepun

‘eIsNpI4 uBUIWEr ¥alqO 1peluaw Buek epueg ueyebuad uep ueeunb
-Bued ueBuep uebungnyas wnyny JebBuejaw uejenqied uep INQquil Buek
neje jenpjenuoy uebungny uep inqui Bued yeq eisnpiy Laquad uelele|dy
neje uexepul} Jeqye seje ueqiemay Bunbbueusw Xepl eisnply Bwusuad

vZ lesed

‘eISNpl4 BWAUS LEP NiNYEP Uiga|s) siinuie)
ueninjesiad uebuep jjenoey ‘ueelpasiad epuaq ueyedniaw yepl Buel
gisnpi4 ueuiwep yelqo Ipeluew Buek epueg ure| yeyid epedey uey
-emefuaw neje ‘ueyepebBusw ‘uexyebuew Buele)p eisnpl4 uequead  (2)

"eISNpI4 UeUWeE ueysedajew eisnp|4
BWUBUBY BMYEQ IWBIoq Nepl ingesie) uenimasied exew ‘Bueinid
seje (woidwoy uexnyejew neje ueyibeuad uexnyejew Infnigduaw neje
‘eisnpl4 ueulwer 3¥alqo ipelusw BueA epueg uep |isey neje epueg
ueyyieBusw neje undwesusw ‘uesBunqebBuew ‘uexeunbbusw jedep
eisnpld Lequied emyeq ninjes eisnply ewusued ejqede ‘|g |esed
wejep pnsyewip euewebeqes uenjueiey Bueinbuew yepy uebueg (1)

., €2 lesed

£661 unyel zp ‘oN ejsauopuj yjiqndey Buepun-Buepun

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

A T Bathhad Aond ] I

‘lul Buepun-Buepun wejep pnsyew
"I Buewiebeqes ueepuagey sele ueunbe ey uexednisw ueyng
ingaesia) eisnply ueujwer uelfuebad exew ‘ueiensaduad ueynyep
Hepl} (2) 1ede Wwejep pnsyewip euewebeges nijem exbuel weep eyip  (g)

‘(1) 1ehe g [eseq weep pnsyewip euewieBeqes eisnpiy ueuiwep
EMY Uejenquad ueqifemey reusBusw uenuajey ljendey ‘lur Buepun
-Buepun wepep uenjuajey uebusp renses sniey BISNPI4 - UBUWEP
uvellueliad enwes ‘eisnpi4 UBJElEpURY Jojuey eAULpIBq Xelos Bunyy
-18} Ley (ynnd weus) pg eAujequiel-lequiejas npjem exBuel wereq (z)

‘lut Buepun-Buepun uebuep uebuejuapaq Hepl
bBueluedss nyeuaq dejoy ‘il Buepun-Buepun eAun;,21eq wnjagas epe
yeiay Buek eisnpiy ueulwer yalqo 1pelusw Buek epuag ueueqsquwad (1)

LE |esed

NVHITVH3d NVYNLN3 L3I
liA ava

‘Yeidnu (eynl ynjnd Bw||) -'000°000°05 dy seAueq bujjed epuap uep
unyey (enp) g ewe| Buied eieluad euepid ueBuap euepidip ‘eisnpiyq BWwsuay
Hep ninyep yigspe) sinps) uenlnjasiad edue) uexnye|ip Buek (z) jede
£¢ |esed welep pnsyewp euewebeqges BISNpl4 veulwer ¥alqo ipeluaw BueA
Epusg ueyemadusw neje ‘ueriepebBuaw ‘ueyyebuaw Buek BISNPI4 Laquaq

9€ |esed

‘(Yerdny
ejnl snjesas) -'000°000°001 dy sedueq Bujed uep (yerdns ejnl c_.mu,n._mmw
-~'000'000°0L dY uxyIpas Buijed epuap uep unyey (ew)) g ewe) Buijed uep unye;
(Mes) | jexbuis Buied esefuad euepid ueBuap euepldip ‘eisnpi4 ueunuer ue
-lueliad uesuyejaw Yepn seyid njes yejes ysjo InyejayIp ngasia) ey m.x__ BueA
‘ueyjesadusw eiesas uebuesajay uesueqwaw und ede eres ccmcmm neje
uebuejybusw ‘yegnBuaw ‘ueynsjewsw elefuas uebusp BueA Bueio denag

SE |esed

VNVAId NYNLNILIN
IA 8vg

6661 Unyey zy ‘oN erssuopu) yiqnday Buepun-6uepun

Bisnpi4 ueujwep T8

.Lm%n_m_ wnjaq Hued Buejny seje qeme| BunBbuepeq deje) injgep
‘Buginy ueseunjad ¥nun idnynousw xepy isnyesye |isey e|qedy (2)
"BISnpl4 _._mnEmm epedsay Jnqasia) ueyiqe|ay ueyjequabuaw qilem
BISnpl4 ewusuad ‘veuiweluad re|u 1yigajaw 1snyasye |isey jey wereqg (1)

vE |esed

‘wnyny wep jejeq ‘lue;
BlIapId Jnjigep e|iqede eisnpl4 ueulwer yalqo ipelusw Buek epusg pipwseu
3Njun eisnpl4 ewlauad epedey ueBueuamay ueyuaquaw Buek ifuel deney

£E |esed

‘wnyny Iwep [ejeq ‘L€ [esed uep 62 [eSed Wejep pnsyewp euewebeqes
uenmjuajey uebuap uebuejusuaq Bueh eiseo uebuep eisnpiy ueuls2r ¥alqo
ipelusw Bued epuag depeyia) Isnyesya uexeuesyepw ynun luel deyag

¢t |esed

‘nyejiaq Bued uebuepun-6uepun
-1ad ueimjesed ueBuep rensas jnqesie} jedws)-jedws) 1Ip ueynye|p jedep
eAuueen(uad ‘esing ip neje sesed ip jenlip jedep Buek yaje neje uebuebep
-lad epuaq seje Lipis} BISNpIY Ueuwer ¥8lqQ pelusw Buek epuag ey wejeq

LE |lesed

"BISNPI4 UBUIWEN ISN}asya ueeuesyejad exbues wejep eisnpid
ueujwer 3algo ipeflusw Buek epuag ueyyessAusw qilem eisnply LaQuag

0¢ |esed

‘uejnyBuesiaq Buek yesaep ip ;epasaq Buek Jeqey jeins
(enp) 2 wejep eAupyipes ueywnwnip uep uebunuadeyiaq BueA yeyid
-eyid epedey eisnpl4 BwuBUSd NEJE UBP LBQUWad Yaj0 SINUa) Bled
-9S ujnyelaqip yefas ueing (njes) | npem jema) yejeles Uexnye|p
2 jnuny (1) yede wejep pnsyewp euewebeqos uejenluad ueeuesyeayd  (2)
ey esed ueyBunjunbuaw BueA 1IB6uie) ebiey ysjosadip Jedep
uepjlwap esed uebusp eyl eisnpiy ewauad Uep Laquad uejey
-edasay ueyiesepiaq uexnye)ip Buek uebue) yemeq ip ueenluad o

6661 unyey zy ‘oN ejsauopu yiiqnday Buepun-uepun

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Bt el ot = Bhadodod 2ond i M

Sl ipia Welwe=

unsns yewns uenjes seje 3w yey reusBuaw JnjeBusw unsng
Yyewny Buejua) gggL unye] g lowopn Buepun-Buepun ‘ny
Ule|9s ‘elsnpl4 ueulwer uefusp |uegaqip tedep uie| yeyid yajo
siiwip Buek yeue) seje ip unbueqip Bued yewns-yewn. emMyeq
ueynususw Buek ‘uvewynway uep ueyewniad Buejus; zgg|
unyel ¢ "oN Buepun-Buepun 5| jesey yejepe BISNpI4 UBUIWEP
uebuap ueyeyiaq Buek Buepun-buepun -eisnpiy uzuiwep uep
‘Yeuey ureas yejodiH ‘lepes yejepe | esemep eped ueyeunB
-Ip seAueq Buek eAuure; ueuiwel yey ‘ny Buidwes 1g puequan
~18/pa4a Uep yeue) seje yalodiy ebequa| Lep nuebBuad rebegas
snbijeyas uep ‘eueiby yoxod Buepun-6uepun Buejua 0961
unyey g ‘oN Buepun-Buepun | jesey ep ueeuesyelad ueyedn)
-aw Bued ueBunbBBue| seH Buejua) 9661 unye] ¢ "oN Buepun
-Buepun weep Jneip yeja) ueunuel yey neje uebunBfiue) yey
uexeunbBbusw uebusp weluiwsw-welud uejeiboy 'ui ewejag

‘weluwaw-weluid vejeiboy
N[ejpW yajoiadip inqasia) ueymingay 1ynuaLawW ynjun ueynpadip
BueA euep sesaq ueibeqas BueA ‘ueeuepuad depeyia} ueynjngay
eind jeybuivew ‘ueunbuequad uejeibay eAujeybuiuaw uebuop
Buuiag eseq BueA BuUBD ueynuswaw ‘wnyny uepeq undnew
ueBueiossiad yeq ‘exesedsew undnew yejuuawad yieq ueu
-nBuequad nyejad esed ‘vebunqueuisaxiaq Bued ueunbuequiad
ueySniauaw uep eleyljawsw exbues weeq Spe| teseq Buepupn
-Buepun uep ejiseouey uedJesepiaq unwxew uep |ipe Bued jeyel
-eAsew redesuaw ymun ekedn nes yejes ueyednisw ‘|jeuoiseu
cmc:mcmnEma uep ueibeq 1ebegas ‘Jwouoys ueunbuequagd

Wnwn

: visnaid NYNINvr
ONVLINIL
6661 NNHVY.L 2 HOWON

VISINOGNI MITand3d D NVANN-HONVANN

NVYSVI3arnNad

il

6661 unyey zy "oN eisauopu yyqndoy Buepun-6uepun

LI A

891 HOWON
666+ NNHVL VISINOGNI ¥IN18Nd34H YHVOIN NvdVENTT. .

1avInN
PR
'WISINOANI ¥I18Nnd3d
VHVYOIN SIHVYLIHYIS VHYOIN [H3LNIW
666 | Jequaeldag og |ebbue) eped
eueyer ip ueybuepunig
31919vH 4NSN NIQANYYHOVE
PR
‘VISINOAQNI MIT8Nd34d N3AIS34d
6661 Jequeaideg o [ebbue) eped
BUENE P L'ByYEesIg
‘gisauopu| yijgnday eieben ueleqwa’ weep ehAuuejedwsuad uebusp

i Buepun-Buepun ueBuepunBuad uexyEjULIBWAW ‘eAuinyejsbusw Bueso
denes Jeby ‘uexybuepunip |eb6ue} eped nyepaq lejnw Ul Buepun-6uepun

Ly lesed
‘eisnpi4 Buepun-Buepun ingasip wi Buepun-Buepun
0v |lesed

‘ueyBuepunip 1 Buepun
-Buepun yejeyes unyey (njes) | jeque| Buijed npem eyBuel weep ynjuaqp
(2) 1eAe Z| |esed Wwejep pnsyewp euewiebeqas eisnpl4 ueieljepuad JOUEY

6€ |esed

dNLNN3d NVYNLNILIN

JIIA gva
Jnieyeqsedip neje ‘yuebip yngeoip uebuep
.jedwes nxyejaq deya) eisnpy reusbusw uebuepun-Buepuniad ueinjesed enwas
‘u) Guepun-Buepun wejep uenjuajey uebuap uebuejuepeaq 3eph Bueluedasg

8€E |Bsed

RRAI JNURI 74 ‘0N BISBUODUI ¥ianday Buepun-Buepun

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

&0 e|snpl4 ueujwep

‘Ingas
18] Epe uejenquwad (wef) niyem 1eusBusw ueywinjuesp ebnl
'lebBue) uep uey ueywnueap ule|as eisnpl4 ueujwer epje wejeQg

(1) 1ehy
G |leseyd

‘Buen uebuap rejuip jedep
Buek ‘njenses jenqiaq yepy neje ‘Miensas jenqieq ‘njensas ueyueq
"Wwisw yerepe jui uenjuajey wejep ,iseisaud, uebuap pnsyew ip Buey
p |eseqd
sejal dnyny
P jnuny uebuap redwes q jniny
'BISNpl4 ueuiwer %alqQ ueyipelp jedep ‘uebunbbue|
weH Buejue) ggg| unyel ¢ ‘oN Buepun-Buepun ueyieseplaq
uebunBbue; yey ueBuep ueqaqip jedep Yepl Buek ure| Bueio
i yeuey seje ip ueunbueq exew ‘uj uenjuajey ueyiesepiag

2 JninHy
£ |esed
sejef dnyno

¢ |esed uep | |eseyq

VSVd IN3A TVSVd I

‘INgasia)
epuag depeyss) uebunuaday reAundwew BueA yeyd uep eisnpi
BlWisuad yeyrd epeday ueujwel uejllaquaw ledep ju Buepun
-Buepun wejep injeip Buek uesejjepuad wajsis ueydeseyip exew
‘ueedeosadey UeieSEPIaq BISNpI4 uBuIWeEr YalqQ pelusw BueAk
Bpusg resenbuaw dejoy ymun BISNpl4 uaqwad yeyld epeday
HBY UBNLBqWaW eisnpi4 ueuiwep Bualey “ule| Inyipay depeyia)
PISNpl4 ewuauad epeday (usizjeud) ueyninyepip Buek ¥ey uey
Haqusw eisnpry ueuwer uereyepuad uep uebunuadayiaq Buek
veyd esed epeday wnyny uensedey ueyuaqwaw eunb BISNPI
vEUlWer ueseyepuad Guejusy imeip ‘1 Buepun-Buepun weeg

" ‘uebunbbue| ey Buejue)
J661 unye| ¢ oN Buepun-6uepun wejep ueynjualp euew

B|SNpi4 ueujwep

98

-lebeqas uebunBBue} uebuap ueqaqip yedep yepn Buek yeieb
-1aq ¥e) epuaq uep ‘pninmiaqg yepl undnew pninmiaq BueA yelsb
-18q epuaq njeA 'sen| Buek uejuebuad ueyuaqip eisnpl4 ueulwer
yelqo 1 Buepun-Buepun jninuaw exew ‘Buequieyleq sniey

BueA jejesedsew ueyningey iynuswaw eunb ‘ny eussey ya|Q -

Jojowsaq ueelepusy uep ‘uisew uejeelad ‘Bueynid ‘uebuebep
epuaq ‘(Aiojusaus) ueelpasied wejep epuaq uep uipie} Buek
yesobiaq epuaq yejepe eisnpl4 ueuiwer yalqo ipelusw BueA
epuag eAuwnwn eped ‘ymuaqip 1wl Buepun-Buepun wnjages
. "BISNPI4 BWIIBUAH UBNYR)

-aBuadas edue) uie| yeyiu epeday eisnpyy uebuep Iweqaqip yee)
BueA epuaq uexyuiwelusw eles uBunw eisnpi4 vaquiad "eisnpy
ewlausw Bued yeyd uiwelusw Bueiny ‘uexielepip yepn eisnpi4
UBUIWEP Bualey ‘BAW||BGES UNWEN CBISNPI4 Maquad 16eq
eAusnsnyy ‘eAuueyeunBbuaw Gued yeyd esed 1Beq ueyepnway
uejuUBaqWaw EBISNPI4 UBUIWEL emyeq uexselip yeel lwedesg
‘ueBunuadayiaq Bue/ yeyld esed epedey wnyny ueiseday uey
-llaquaw ynjun uep eyesn uejeiBay njuequwsLw 3njun BUBJES NjES
yejes lebeqas eisnpi4 ueuiwe ueinjebuad ieusbusw jexesedsew
ueyningay Bundweuaw ynun uexpnsyewp ‘ul Buepun-Buepun

“yesabiaq ye) epuaq undnew ‘pninmiaq ye) Buek
yesebieq epuaq ueedexay ebnl ynsewus) eisnpy yalqo peluaw
Bued epuag ‘eAuinfuejas uebuequaxiad wejep ‘idejs) ueyy ‘ue
-jejelad ynjuaq wejep pninmiaq Bueh yesablaq epuaq ueeleyay
eped sejeq.a) eisnpiy yalqo ipelusw Buek epueg ‘eAujeme epeqd

“eISnpi4 Ueulwer ueyeunt

-Buaw uebuap ueweluid uep reAeigip Buek eyesn uejeiBay uey
-miejaw ynjun ‘ueyuiwelip Bued epusg lesenBusw ynun eisnpi4
uaquad eied epedey ueyubBunwaw eisnpl4 ueuwer ebequa
‘wnyny uenseday eAuepe

uwelusw xeply Idejs} ‘jedso uep ‘yepnw ‘eueysopss debbue
-Ip eAuueueqaquad sasosd eussey welujwaw-weluid 1syesuel)
wejep sen| eieoss ueyeunBip jul ueuiwel ynuag Isuapnidsunk
uep Jiye| Bueh ueuiwel ynuaq nyens jebeqes epuejeg ueyelelusd
uewez xeles eisauopu] Ip uexeunbip yeje} eisnpl4 Ueujwep
‘esebau yeue) seje exed yey yeue) eAuyeur;

e[ ‘eisnpy 1weqaqip uebuap Buejny ueuiwel ueypelp jedep Buek

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

——— had Bl od B~ B oo Lol -f

elsllpig ey e

"BISNpl4 ueulwer jJueqaqip yeje) buek epuag
reusbuarr ~fuure) inypesy depeyia) uenseuuy Jeuiwel ueyednisw
snbBiexes ‘seysiignd sese jynuawalw ynun BISBUORU! Bgnday esebau
yeAeim sen| Ip undnew wejep Ip epeiaq Buek seg ‘epuaq dnyeo
-uaw eAuueseyepuad uep eisnpiy4 llaquad uexnpnpay jedwsa) ip uey
-BUESXE|Ip BISNpl4 ueulwer ueBuap Jueqaqip Buek epuag ueielepuay

L} [esed
"BISNPI4 BUWIIBUS Y YEY UBNedniaw
INGasia) Isueinse Wiey exew ‘ueyisUBINSEIp Njl epuag ejqede |
uexsebausw ¥nun ue¥pNSYEWIP Ul q Ny wepep uBnuS}aY
- ‘ q jninH
‘BISNpI4 Ueujwer luegaqip Buek epuaqg
Hep ysjosadip Bued njensas ejebes yejepe ,eisnpl4 ueulueP
¥alqo 1pelusw Bued epusag uep |isey, uebuap pnsyewip Buei
B jJniny
0l lesed

‘Bueiny ueseunjad 1Beq eisnpi4 ueuiwer ueqaqip tedep Bued epuag
[emul Jey uebuep ueeusyiaq Buek seyjqisye) uiweluaw vl Buepun
-Buepun uexynlunusw 1l jeH “uey Uelpnwsay Ip ysjosadip Buek epusg
dnyeousw eisnply ueulwer ueyysjoquew seba) eiesas Ul UeNjUa)ay
eisiawoy 16ss Lep Buepuedip Buhued ui jesed wejep uenjualay|

6 lesed

"1sebijqo Gueb
-awad uebunuadsy iyemaw Wweep jeuewy llepy ‘eAujesiw ‘eisnpiy
UBUIWEP ueBwWUeuad wWelep E'SNpl4 BWUBUSY I|IEMALU deBBueip
wnyny ereses Bued Bueso yeepe ,|pem, uebBusp pnsyewip Buep

‘BISNPl4 liequiad liep B1Snpl4 UBUjWeE ueewauad
welep eAuueBunuaday |iyemaw ymun BISNPI4 BWIIBUSY lep snsnyy
eseny |edepusw Buek Buelo yejepe «Bseny, uebusp pnsyewip Bueg

‘wnis’
-10suoy ypany ueedeiqued exbues wepep eisnpiy ewisuad njeg uep
yiga) mvmamx elsnpy ueuequad (ebeqgas uespnsyewp i uenjuajay

g |esed

"uBIpNWay Ueynua)p
tedep eAuyejwn( Bued eduure efeiq uep joyod uewelud see
ebung Buejny yejepe 11 uenjuajey wejep pnsyewp Bued Bueiny

2 JnInH
ueq isueseb ueeuesye|ad exbuel
wejep Inygep uebunuadey ¥nun inypasy yojo uexmiep Buek
uesedequad uep jnquy Buek Bueny efujesiw * ualuuoy, yeus)
uebuap jeuayip Buek uey ueipnwsay 1p Inqun ueye Bued Bueiny
qjninH
sejal dnyn)
B JnnH
L |esed
sejal dnyn)
3 JninH uep p Jniny
"jngas.ia) epueg
uep sejeny “jataw ‘siual reusBbuaw uelein uejWNUEDIP BISNPI4
UBUILIEL EBpPY WEEP BYEW '¥Bj9 ueeyesnuad olojouod neje
‘ipel Bueieq ‘nyeq ueyeq %ojs Ipadas ‘dejs) yepn neje uep yeqn
-yegniaq niejas Buek (Liojueaur) ueelpasiad wejep epuaq ‘uey
-edniaw eisnpig ueuiwep yalqo Ipeflusw Bued epueg |ey wejeq
‘eAuueywaday 1ynq yeins jeusbusw ueyse)alip
uep ‘)ngasia) epuag ueyiseyynuspibusw uebuap ueynye|p dnyno
eisnpl4 ueuiwer Ya(qo Ipeluaw Gued epueg |eusbusw uepein
_ 0 JunH
‘gisnpy uebuap uiwelp Buek bueiny uep uellueliad weoew
reusbuaw yejepe yoxod uejlueliad ejep, uebuap pnsyewp Buex
q jninH
‘ueeliayad
uep ‘ueumexpad smes ‘uiwelay swual diye| jebbue) uep jedwsay
‘ueynpnpay jedwa) neje ‘[eBBuny jedwe) ‘ewebe ‘deybus| eweu
nndiaw yeepe ul jesed wejep semuapl, uebuap pnsyewip Buex
€ JninH
g |esed
sefal dnynn
(2) yehy

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

L6 BIsnpl4 ueujwep

epede) yleiaq ewe| eISNpl4 BlWLaUad ueqilemay uep jey ejebas
B{EW ‘Ul aissad eAuepe uebuag ‘uebue) yemeq ‘ip epe neje yusio
epfe uebuap uexnyepp Buek Bueinid ueyyebuad juyek 018592, yens|
ueBuep |eusyip ‘i uemualey wepep Buenid seje yey ueyebuay,

61 |esed
sejal dnynn
8l |esed

"BISNpI4 BWIIBUAY BpEday YIjelaq
Yel2} Inqasia) epuag seje ueyliwadey yey Bueley elsnpl{ ueunwep
%Iq0 Ipefusw Buek epuag seie ueyunBunwip sepn ‘ebnsy yeyd
uiweluad undnew inygap yieq ‘eisnpiq Haquad ysjo Buein eisnpi4

L} |esed
sejal dnynp
(2) rely
‘BUBSN BIUND UBYNINGay Iynuswaw ¥njun 1suaisis exbuel
welep suejou epje uebusp ueynye|R. nped sepy 1w ueyeqniay
Meyd ered epedey ueynyejueqp sniey ‘BISNpl4 Ueuiwep
Byjiueg wejep wnjueosey Bued |ey-jey reusBuew ueyegniay
(1) edy
9} |esed

‘Isnyasye ajesed ebequa) inje)
"8W BIsnpid ueulwep 1snyasya Buejua) snsnyy eiesces injeip
niad Buepuedip 1u Buepun-Buepun wejep 'ny euasey ye|O ‘iluel
BI3pI0 eISNply aquad yeyid ejqede njed eAuisnyesys ueeues
Jfejad Wwejep ueyepnWaY Yejepe BISNPI4 UBUIWE[ IO Njes yejes

(€) 1ehy
‘InqasJe} uesnind ueyeues
“few ymun yeyid esed jexyBusw epss jeuy yeysieq uep ueppe
-buad Injejaw edugy uexeuesye|p jedep Bunsbue| yejepe ,jeuo)
"Masys uejenyay, uebusp pnsyewp Buek ‘i uBenjualey weleq

(2) rehy
sejal dnynn
(1) 1ehy
Gl |esed

g|snp|4 ueujwep

‘eAuure] pninmiaq ¥e) UBep = 73) UBp BWEU
seje Buenid ueyebuad 1Beq ejepiad wminy Buepun-Buepun
qeny £19 lesed eAunyepeq iBueinBusw Yepn (Ul uenjualey
(€) 1Ay
sejel dnyn)
() vehy uep (1) redy
, vl |esed
sejel dnyng
(v) yehy
‘(2) 1efe g} jesed weep
pnsyewip euewebeqas ejep ueyeoebued ueynyepw eluey
ideje) uexe ‘Bisnpi4 ueulwep ueseyepuad ueejeduiad welep
uejwnjueolp Bued ueseusqey depeyss) uejejued uejnye|BW
epi} BISNPI4 UBIBYEPUa JOJURY Jele UBpNSBWIP Jul UBNnjuels)
() 1ehy
sejal dnyn)
(2) vehy uep (1) 1eAy
€l jesed

: ‘yelee( UBYRULBWS Y
Buea) 6661 unyel zz 'ON Buepun-Buepun uebBuep ueyensasip
tedep ‘|| 1eyBuil yeisep Ip EISNpl{ UBJBJEPUSd JOJUE) URUIpUSd
‘eAuyedem -
ueBunybuy) 1p epeleq Buek | yexbull yeseep yrunjes indyew 1isujdosd
ejONNq! Ip BISNPI4 UBJBlEPUSY JOjuR) BlI9y yedem exew || yexBurl
yesaep del} |p ueNUIPIP WN[@q BISNPIJ UBIElEPUBd JOjuB) |BY WEe]
‘ |y eseBau yedem
yninjes 1p 1suidosd elo¥Nq! Ip ‘uenpedey fenses ‘deyeleq eieI8s uep
epeder 1p 1jey eweped ¥nun UBNUIPIP BISNPl4 UBJBlEpUSd JOJUE)
‘sjuye) euesye|ad
yun neje uipuew Bued 1snyisul ueyNg UEp UBWINEYS) usawapedaq
uebunybul wejep ueifeq uexedniew eisnpl4 Uelelepudd Jojuel
| 2} |esed

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

£6 eisnpi4 ueujwep

Isepiny|
neje uep uejiedsy Jen| Ip epeiaq eISNPI4 UBUIWEP Yo.yO Ipel
-uaw BueA epuag emyeq ueynjuaysw ueyeday Buejua) mcmu_ca
-Buepun wejep uemueiey 'ny Buidwes 10 -Bueiny ueseunjad
iBeq ueepuagey seje ueunbe ey uexedniaw eisnpiy ueulwep
emyeq uenjuajay uebuap cmmc:n:_.tm.n Ul jede wejep uenjuajay

(€) redy
sejal dnynn
(2) redy
'BISNPI4 UBlRljEpUad Jojue)y eped eisnpl4 ueulwer ipelusw Buek
epuag ueseyepuad [ebBue) yelss Bunyyip ueyninyepip BueAk yey
(1) redy
-Lgesed
sejal dnyno
9¢ |esed
sejal dnyno
(€) 1eAy
Ingasis) eisnpl4 ueuiwer yslqQ nuebbuad ipelusw
UBXE ISUBINSE WIE|y B)BW Uueyisuelnselp Jngssis)l epuag uep
Yeusnw eisnpl4 ueulwer ¥alqo Ipelusw Buek epusg ey wejeq
(2) 1ehy

Anjipaiy jenqip
BueA uebuesejey edniaq Buejny eAusndey nyng uep ueseunjed
eualey uie| esejue Bueiny edusndey, uebuep pnsyewip Bugy

'sndey Ipelusw uejnyBbuesiaq Buek
eisnpld ueujwer eAuuipuss uebuep exew ‘uesedsjed eusiey
neje Bueiny eAusndey eusiey sndey ngasia) Bueinid ejiqedy

‘eAuueseun|ad
ulwefip Bued Bueinid eAuepe eped Bunjuebis) eisnpiy ueulwer
eAuepe exew ‘eisnpi4 ueuliwer uep ueynyl jeps ueBuep 1ensag
(1) 1ehy
G¢ |esed
sejal dnynp
v [esed

“" 6661 UNyeL Zp "ON e|sauopuj ¥jignday Buepun-Buepun

g|snpi4 ueujwer 6

“BISNpI4 UBUIWe %9lqQ Ipefluaw BueA c=qud
yewns neje ‘1pequd jiqow ‘isynpoud uisaw efujesiw ‘ ueeicssiad
epuaq ueyedniaw xepy Bued epuaqg, ueBuap pnsyewic Suep

(2) 1ehy
"2SNpl4
ueuiwer elqo Ipelusw Bued epuag uebuep uepedas BSued
epueg uenjedued yejepe Jndweouaw, uebuop pnsyew:r Suep
Jnqesie) epueg uep ueibeq-.zibeq
uenjeduad yejepe ueybungebbusw, ueBuep pnsyewip Buea

(1) vehy

€2 |esed

ngasia) epuag ueenluac ueynyedw

wejep eISNpI4 Haquad eyl uep uendiuad eAuepe uz -uesabusw
yepn ebBuiyas ‘Inqasis) epuag uejenluad jees eped Jes=Z Ip NyelAq
Buek Jelem Buek ebiey yejepe ,Jesed ebiey, uebusp pns-ewp Buex
_ 2z |esed

-eAuure| veunwel uelluz’.ad undnew

‘eisnpi4 veuiwep ueilueliad “oxyod uellueliad ueysesepss2 Buek yeq

‘lsejsald lynuswaw ¥epl} yejepe Jluel elapio, uebuap pns-ewp Buep

eAu

-swal ebn[ ideje eAuie|iu eAuey yepl BIRISS, uebuap prs-2wip Buep

-eAueyesn uejeibay exbuel wejep uexewaiuaw neje

[enluaw ynsewss) ure| eiejue ueyebusw, ueBuap pnsyewip Buex

-gsejas Buek yalgo uebBuap nuebip qifem INgasia) UB3YlEIC Suek epuag

eyEW 'BISNPI4 BWLBUa uebujuaday ebeluaw ¥Njun uex.LWap UNWeN

‘eIsnpl4 ueujwer 32O peluaw Buek ueeipasiad epuag -=yyjebusw

yedep eisnpi4 _.mmnEwn_ emyeq ljequwey ueysebausw o1 uemualey
L2 |esed

“(weJ ul) uBEPUBGEY SBIR YelInw Xey uebuap ehAu

-ueyey wejep nyelaq buek uebuepun-Buepuniad ueinjessS uep ueibeq

ueyedniaw yeje) Buek euns ap yoip, disuud injeBuaw =1 uenjualay
0c 1esed

‘eISNpPI4 UBaqWad epedax uynyejuaqip
\nqasia) Bueynid seje yey ueyefuad uep nieq eisngig BwlaUad

6661 UnyeL zy "ON Ejsauopu yijgnday Buepun-Buepun

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

E|snpi4 ueujwep , ¥

R

688€ HOWON :
VISINOANI X¥ITgnd3d YHVO3IN NYHVEW3T NVYHVENVL

sejal dnynn
It |esed uebBuap redwes gg |esed
‘Isepiny)|
neje uep ueyjeday Jen| Ip undnew weep Ip yieq (usieje:d)
ueyninyepip Bued yey reAundwew Nepy Jeyepip yepy Buek
Blsnpl4 ueujwer uejlueliad eyew ‘lui jede uenjuajay ueyleseplag
(€) yehy
sejal dnyno
(2) vehy uep (1) 1edy
LE |esed
sejal dnyno
9¢ |esed uebuap redwes g jesed
‘Bueuamiaq BueA yeyid uenjueq ejulwsu jedep npad m__nmd_m uep
BISnpi4 ueulwer yslqQ Ipeluaw Guek epuag liquwebusw yeyleq ejsnpi4
BWLBUS ‘uBseuESHE|Ip ISN}asya niem eped eisnpi4 ueuiwer ¥alqo
ipelusw Buek epueg uexyeseAuaw xepy eisnply nequad ey wejeq
0€ |esed
sejal dnynp
6¢ |esed uep gg |esed

6661 Unyel zy "oN ejsauopuj yiigndey Buepun-buepun

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

S0v Jasodwaiuoy uejipaniad wnyny

:uebuap pnsyewip Buek ju) yejupawad ueinjelad wejeq

L |esed

WNWN NYNLN3L3A
1 ava

VISNAld NYNIWVYI VLAY
NVLVNEW3d VAVIS NV VISNAld NVYNIANVE NYHVL4vad
-N3d VHVYO VIVL ONVINIL HVINIHIW3d NVHNLVHId uedelusiy

NYHSNLNAWIW

‘(688€ 'ON N1L ‘891 "ON
6661 Unyel |4NT) Bisnpl4 veulwer Buejus) (g6-gr 18y
2/£9 ‘ON Ng) 6661 unyel gy JowoN Buepun-Buepun g

‘5¥61 Jeseq Buepun
-Buepun enpay ueyeqniad uebuap yegnip yeje} euew
-lebeqeas Gpe| Jeseq mcmtcn“mcmncj (2) 1efe g jesed 'L qebuibuay

‘BISNpI4 UBUIWEP B}YY UBlenquwad
eAelg uep eISNpl4{ UBUIWE UBIE)EpUad eI Ele] Buejus)
yejuuawad ueinjelad uexdessusw nuad ‘eisnpl{ ueulwep
Bueyuay 6L unyel zp Jowop Buepun-Buepun (¢) iede
£1 fesed-uep (g) 1eAe g [esed uejeuesyejaw ynun emyeg  Buequiuspy

‘VISINOANI ¥IMand3Hd N3AIS3Hd

VISNAld NVNIWVF VINY NVLYNGW3d VAVIE NVa
VISNAld NYNINVI NVHVL4VON3d YHVO ViVL
ONVLIN3IL
0002 H389W31d3S 0€ TVOONVL
0002 NNHVL 98 HOWON
VISINOANI X178Nd3d HVYLNIH3IW3d NYdN.Llvd3d

INNVHIdINYT

000Z unye} gg "oN eisauopu| ylgnday yejupawad ueinjelad

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

L0v Jalodwajuoy uelipaijiad wnynH

) ‘uajuapy uesninday uebuap nlue) yiga) anjeip
eiIsnpl4 veulwep ueseyepuad eseo eje} ueeuesyelad leuaBusw uenjuelay

9 |esed

‘eAeiq uexeusyip yepn
(z) ede weep pnsyewip euewebeqas ueyieqiad jexiias uejgiauad

‘Binwas jeyyiuas [ebbue) uebuap ewes Buek jebbuey
lenwsw (1) jeAe wejep pnsyewp euewebeqgas ueyeqiad jeyijpasg

‘ueyieqiad
1YLIes uBYlIGap ¥njun Jojuey epeday ueynyejuaquaw uoyowad
‘Ingesia} jeqiUes ewwususw yeples uey (ynnd weua) g leque|
Buijed npjem exbuel wejep ‘voyowad yajo ewusyp yela) bueA eisnpiy
uBUIWEP JeMIMeS wejep uesinuad uenn@xey jedepla) ey wejeQq

G |esed

(1) 1ehe weep
pnsyewip euewebeqas eisnply ueulwep ueseyepuad ueuoyounad
uejejeouad jeb6ue) uebuap ewes Bued jeb6ue) eped ueynye|p uoyow
-od epeday ueyesahuad uep eISNPpI4 UBUIWEP JBNINOS UBlIQISUSY

‘ueseyepuad ueuoyouwuad
ueewnsuad |ebBue) uebuap ewes Buek |ebbue} eped eisnpi4 Jejeq
nyhg Wejep BISNpl4 Ueulwe jejesuaw jeqelad 'z |esed welep pnsyew
-p euewneBeqes uenuejey uebuap iensas ynuadip ye@) eisnpi4
ueujwep ueselepuad ueuoyowsad uejesedsiad uedeyBusjey |ey wejeq

: ¥ |esed

ideyBuajip ¥njun uoyowad epeday ngasia} ueuoyowlad
seyiaq ueylequabuaw Bunsbue| sniey jeqeloy ‘dexbua) yepn eisnpi4
ueuiwep ueseyepuad ueuoyouwnsad uejeredsiad uedexbusjey |ey weleq

‘BISNpPI4 UB
-uiwer ueseyepuad ueuoyowuad uejeleAsiad uedeybus|ey esyuawaw
elsnpl4 ueuiwer uelelepuad ueuoyouwsad ewususw Buek jeqelad

€ leseq

‘uajusy uesninday) uebuap ueydeayp eAuis
uep ynjuaqg Bued nnuuoj 1sibusw uebuap ueynye|p (z2) 1ede wejep
pnsyewip euewiebeqas eisnpl4 ueujwepr uelejepuad ueejelulad

(€)

(2)

(1)

(@)

(1)

(1)

(S)

000Z Unye] 9g "oN eisauopu] jiignday yejuuawad ueinjesad

L

U0y ueypan@idwnyny . suve
1210dWaUO0Y UBYPaINaId WNXNH

‘(g) 1eAe wejep pns3ewip euew

-rebeqas eisnpi4 ueulwer ueieyepuad eheiq ueseheqwad 1pnq 2
‘eisnpi4 ueuiwe ueleyepuad uey

-nyejaw ymun Bueuamam ueisebajapuad jeins neje eseny jeins  'q

‘eisnpl4 ueuiwep ueuegequiad Buejue) suejou BE UBUIES "B

-ueBuap idexbuayip (z) 1eAe wejep
pnsyewip euewebeqes eisnpl4 ueulWwer ueseyepuad ueuoyounsd (v)

Neled

ueyng esebop ueewBUad lRUBBUAW LIPUSSIa) YElULAWRd ueinjesad

ueBuap ueydejeyp eAuresaq Bued eheiq uexeusyip (2) 1efe weep
pnsyewip euewiebeges eisnpl4 ueujwer ueseyepuad ueuoyouudd ()

, "eISNpl4 Ueulwep ueseyepuad

ueejeAulad uesndweaw uebusp eAujpiem neje ‘eseny ‘eisnpi4 ewu

-aUa4 9|0 10juRy| IN[BjoW BISSUOPU| BSBYEQ WE[EP SIINUS)} BIBISS UEY
-nleip (1) yede wejep pnsxewip euewiebeqas uesejjepuad ueuoyowlad (2)
‘uajuapy epeday uexnlelp ejsnpij ueujwer ueseyepuad ueuoyouwsad (1)

Z |lesed

uelejepuad eied ejel
elwepad ueibeg

visnald NYNIWYP NYHVY14VANId YHVO VIVL
Inava

‘BISNUEJ ISESY YEH UEP UBWPEYDY| UBJUSN YB[EPE UBJUBN 'Y
"BISNpld
elwiauad epeday eisnpl4 ugulwer Je)jiues ueyyelafusw uep eisnpl4
ueuiwep ueseyepuad ewuauaw Ynjun ynfunyp Buek jeqgeled yejepe

leqelad ngasip eAuiniuejas BueA eisnpi4 ueulwer uelejjepusd jeqelod €

[ T .M._.M (0. 9]
‘gISnpl4 ueuiwer eyijiuas mecm._m>cmc.._ uep ‘uexjiqisusw

‘elsnply ueunuer uesejepuad veuoyowsad ewusuaw Buek Jouey( k3 34 0C ()
uejepe Jojuey| Inqasip eAunfuejas Buek eisnply ueleyepuad Jouey g
“BISNPI4 UBUIWLEL
Buejue) geglL unyel zp JowoN Buepun-Buepun g eybue | |esed
wejep pnsyewp euewebeqgas ueuiwel yey yejepe eisnplj ueulwer I

000Z UNYEL 98 'ON BISauOpU| }I|andaY Yejupawag ueineldd

=
I
<
kel
o
@
3
®
o
@
]
o
@
=
[
=

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

buv BEAVEVIVIEY A YY" e T e

"RISNPI4 UBUIWE
fueua) 6661 unyel gp Jowop Buepun-Buepun 6g |esed wejep pns
sewp euewiebeqes uenjuaiay uebuap lensas ynjuaqip Jojue Heles
Bunyysa) ey (ynind ueiquias) o tequie| Buled ueyreyepip jedep 0002
lsquaidag og [ebbue) wnjegas jenqip Bued eisnpl4 ueulwer epy

¢l |esed

dNLNN3d NVYNLNIL3IA
Al gvd

‘Ul Yejuawe 4
ueinjelad uendwe] wepep wnjueass) euewebeqas nobajey uexiesepiaq
ueynualp eAuseseq Buek ele|q uexeuayip BISNPI4 UBLIWEN ENE UBlENGWEd

LL jesed

YVISNAld NVNIWVIE VLMY NVLVNEW3d VAVIE
nava

-uebBuad jexyipes ueuoyow
-1ad ueewusuad (ebbue) uebusp ewes Gued jebbuei eped ueynyenp
(€) 1eAe wejep pnsyewp euewrebeqes nuebbuad jexijipas ueyeladuay

‘Bue|y neje yesnl Buek
Jexyiuas jebbue) uep Jowou uebuop ewes Buek [ebBue) uep Jowou
uaqip () teAe wejep pnsyewip euewebeqas nuebbuad eyyiueg

‘ueyniiadip Bueh ejep uedeyBua)oy
veylidwejaw ueBuap Jojuey} INJE[SW BIS2UOPU| BSBYEQ WEEP SIINja)
eieoas uesnye|ip (1) 1eAe wejep pnsyewp euewebeqas ueuoyouwlay

‘uajuay epedoy nueh
-Buad yesyiuas ueuoyowad ueynfebuaw eAujEM NEJE BSENY 'BISNPlY
ewauad ‘Buepy neje Yesn) eisnpi4 UBUIWE 1BMILES |BY Weleq

0l |esed

nuebbuad jexies
enpay ueibeg

‘uginyBuesieq Buek jexlyiuses ja10ousw uep iGe| nye
-19q yepn ueinybuesiaq Bued eisnpl4 ueulWeEr BHILSS uexejeAuaw

(1)

000z unye) 9g “oN elsauopu] yijgnday yejuuaswad ueinjelad

((((((( PEELA TR YT TV TN

WY

Gued ueBuesajey jeins uelqiauaw Jojuey| 'Bisnpi4 leyeq nyng uep
eisnpi4 ueuwep uejaiosued [eb6ue) ueBusp ewes Bued jebBue) epey

"BISNPI4 JBjjeQ NYNg Uep BISNpl4 UBUIWE uejejes
-uad jaJ00usw ewes BueA jees eped lojuey ‘(L) 1ede g |esed wejep
pnsyewip euewebeqsas uenyejuaqwad jeins eAuewns)p uebuag

6 lesed

‘rIsnpl4 ueunwe eAusndey Buejus) Bunynpuad uswnyop uebuap
wdwepp (1) yehe wejep pnsyewip euewebeqas uenyejuaquad

‘ueynyBuesiaq BueA eisnpi4 ueujwepr
eAusndey yejajas uey (yniny) 2 yequwe| Buijed Jojuey epeday eisnpi4
veulwep eAusndey reusBusw synua) esesas ueynyelrequaw gilem
eAujem neje 'eseny 'eIsnpl4 ewauad ‘eisnpi4 ueuiwer buejua) 6661
unuye] zy Jowop Buepun-Buepun (1) jehe Gz |esed wejep pnsyeuw
-p euewiebeqes |ey-jey euaiey sndey eisnpi{ ueulwepr |ey wejeq

g |esed

ueJBlJEPUA UBJI02Uad
ebjay ueibeg

‘ueyeqniad uereyepuad veuoyowlad uejejeouad [ebbue)
t eBuap ewes BueA |ebbBue) eped ueynye|p ‘uoyowsad epeday ueyeqn
-1ad ueeyedusad udwepp Buek eisnpi4 ueuWeE JeXIUag ueyelakuad

‘BISNPl4 UBUlWEN jBYIJINSS
welep wnjueosa) bued |ey-jey ueyeqniad ueseyepuad ueuoyowlad
1Beq ebnl nyepaq g |esed wejep pnsyewp euewebeqes uenjuajay

‘ueyeqniad
ueejeAulad uep BISNPI4 UBUILIEL JXIjIMag ueydwejaw uebuap Jojuey
INjejaW eiseuopu| BSeURq Weep s|npo) eleocas ueynfeip (1) jede
wejep pnsyewlp euewebeqas ueyeqniad ueseyepuad ueuoyowlad

‘usjuay epeday ueyeqniad ueleljepuad ue
-uoyowlad ueynfebuaw eAujyem neje ‘eseny ‘BISNpl4 BWUBUSH BXRW
'Bisnpl4 veuiwep eyeg eped ueyeqniad ueyepelp nied ey wejeqg

L |esed

ueyeqniad uelejjepuad ueuoyouwlad eied ejel
enpay uelbeg

(1)

@

(1)

(1)

000Z UNyeL 98 "ON elsauopu| yijqnday Yyejuuawad ueinjesad

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

LLb Jaiodwajuoy ueypaijiad WN3NH

0L HOWON
0002 NNHYL VISINOANI MIT8nd34d VHVO3IN NVHVEW3IT
AVLINNPAONYWIS WYTTISHYIN
PH

VISINOGNI ¥1N18Nd3H VHVOIN SIHVLI3IYUNIS 1d
000z Jeqwaidag og |ebbue) epey
. epeyer 1p ueybuepunig

000Z unyel 9g ‘oON ejsauopu] yignday yejuuawad ueinjelad

Jaiodwajuoy uejipalyald wnyny (1134

IHLNdONYHYX30S ILYMVYDIW

PR

VISINOGNI MI18Nd3d N3AIS3dd TIHVM
VISINOAONI MIN8Nd34H N3AIS3Hd 'U'B
000z Jequisidag og [eBBue) eped
eueyer 1p uexdeiaiq

"eISeuopu|

yjandey erebap uereque wejep eAuuejedweuad uebuep Ul yejuuswad
ueimelag uebuepunBuad uesyejuswaw ‘eAuinyejebusw Bueso denes Jeby

‘uexBuepunip jeBBue) eped nxejieq fRINW Ul YejuLawad ueinjelad
v |esed

“gIsnuepy
ISeSY ¥eH Uep UBWBEYaY Uswapedag wnwn WnynH |Sessiuiwpy [esspuar
Jelopauq ip epeiaq (1) 1eAe Z| jesed wejep pnsxyewip euewrebegss Jojuey

£l |esed

‘eAuueeuesye|ad ueinjesad uep eisnpl4 ueuiwer Buejua)
6661 unye| zy Jowon Buepun-buepun wejep uenjualey Nyepaq ‘0002
laquiaydag og [eBBuey yejajes engip BueA eisnpl4 ueulwer epe ibeg (¥)

‘BISBUOpPU| BSBURQ Welep uep suejou ejye uebuap eisnpl4
ueuiwep epe uelenquiad ueqilemay ynsewua) yepl (2) 1ede wejep
pnsyewip eucwiebeqes ueensafuad ueqiiemey leusbusw uenjuaiay  (€)

‘eAuueeuesyejad
ueinesad uep eisnpl4 veupwer Buejua) 6661 unyel gy Jowop Buepun
-Buepun wepep uemuajey uebusp uexiENsEsSIP YE|B)AS UBNIEYEPIP
ledep (1) jede wejep pnsyewip euewrebeqos eisnpi4 ueuluer epy  (2)

000z unye) gg "oN eisauopu| 3iignday yejuuswad ueinjelad

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

‘plep ueyasabuad ueynyepw eAuey ideja) uexe ‘eisnpl4 ueuiwep
ueseyepuad ueejeAusad wepep ueywnueop Bued uereuaqgay
depeysa) .ueejuad ueynye[EW Yepl yeepe ueuoyouusd
uelesedsiad uedeyBusiey esyuswaw, uebuap pnsyewip Buep
(1) yehy
€ |[esed

sejal dnynn
(5) vehy
sejal dnynn
2 Jnuny uep g jning
‘uesndwe| repasip Jngasia) epje eyl uesidwe| ueuljes
wnsewus) ‘eisnpl4 ueuiwer yalqo ueyresnBusw Bueh epe
ueUIlES Ye[epe ,suejou epje ueuljes, uebuap pnsyewip buep
e jniny
(v) vehy
weled ueyng esebap ueewuauad Buejusl /661 unyel
0z Jowop Buepun-Buepun ueeuesyelad refeges yejuuawad

ueinjelad wepep ueynye|p eluueinjebued exew eled uexng
eiefiaN ueewlaUad ueyedniaw i ueseyepuad eAelq Bungnyieg

(€) rehy
"gISnpl4 UeUIWE Ueleljepuad uByNyE|aW
ynmun Bueusmieq uebuepun-Buepuniad ueinjeled uenjusiay uey
-jesepiaq Buek Bueso yejepe elujem, uebuap pnsyewip Buex
‘RISNPI4 UBUlWeE UBJBlEpuad uBynye|awWw ¥njun eisnpl4
UBBWLBUS Y LIep BSENY jeIns ueyiesepiaq Bueuamam ueyedunjad
pwijsuaw Buek Buelo yeepe ,eseny, ueBusp pnsyewip Buej

(2) vehy
sejal dnyno

(1) 1eAy

¢ lesed
sejal dnyng

| [esed

vSvd IN3A TvVSvd

000Z unyel 9g ‘oN Bisauopu] yijgnday yejuuswad ueinjeiad

‘Jesjiyiuas uenuebbuad uep ‘eisnpl4 ueuiwer ueseyepuad uejasoouad eyILeS
ueyeqgniad ‘jeyijipas ueyieqiad reuabusw eieo eje) ebnl injeip w1 yejuuaway
ueinjelad weeq ‘iUl Yejuuawad ueinjesad uendweT weep ueynjualip
BueA Buelualiaq 10Bajey ueyiesepioq epje uejenquad ehelq 166ul efeiq uey
-inquiuaw yepy Jebe ‘unwep ‘edeiq uexeusyip SUEBJON Ya|o BISNpI4 uBujwep
EP{E UBJENQWS "BISNPI{ UBUIWEP jB)IJILOS ueyyeieAuaw uep ‘uexjiqiausw
‘eisnpl4 ueujwep ueseyepuad ueuoyowlsad ewususw BueA iojuey yejepe
BISNPI4 UBJB)EPUSH JOJURY 'BISNPI4 UBIBJjEpUa JOJueY Ip uBiejepuad uey
-nyejip ueipnway Buek suejou ysjo eisnpi4 ueulwep epe uejenquwad uebuap
[eINWIp BISNPI4 UBUIWE ueleljepuad sasold "BISNPI4 UBUIWEP E}YE UBjENg
-wad eheiq uep eisnpi4 ueuiwep ueleyepuad eled eje} njelp npad ‘eisnpiy
ueuiwer Buejus) el unyel zy JowopN Buepun-Buepun (p) 1ede g| |esed
uep (g) 1efe g |esed UBNEUEBSHE|OW XNJUN Uep ‘INQesia) |ey uexeseplag

‘Ingasia) epuag depeysa} uebunuaday ieAundweaw Bued yeyd uep
eISNpl4 euwuauad yeyid epedsy ueuiwel ueyuaquaw jedep Ul yejuawad
ueinjelad wefep injelp Buek ueseyepuad wajsis ueydeseyp exew ‘ueelessad
-3y ueyleseplaq eisnpl4 ueuiwep yalqo ipeflusw Bued epuag |esenbusw
deje) ynjun eisnpl4 aquad epeday ey ueyLaguuaw BISNPI4 UBUIWE[ BUBIRY
‘uie| Joypasy depeyls) eisnpl4 ewsuad epedey (uasejesd) uesninuepip
BueA yey ueyueaquew uelelepuad uep uebujuadeyiaq BueA yeyid eed eped
-9y wnyny uensedsy ueyUAaqWBW 3NJUN ‘INGSsSI8) BISNPIH{ UBUIWE UBIB)EP
-uad "uexieyepip qifem ejsnpi4 ueujwep uebuap jueqaqip Bued epuag emyeq
ueyseBauaw eisnpi4 ueujwepr Buejus) ges L unyel g Jowop Buepun-buepun

WNWN

VISNAld NVNINVE VLAV NVLVN8N3d VAVIE Nvd
VISNAld NYNINVIM NVHVLAVAN3d VHVO V1Vl
ONVLINIL
VISINOANI MIT8Nd3d HYLNIHIW3d NvHNLvH3d
Sviv
NVSVI13rN3d

000Z UNYe] 98 ‘oN eisauopu| Yigndey Yejuuawad ueinjeiad

Meita Puspawardhani

Sita Atas Obyek ...

Skripsi



Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-

Siy . Jasodwajuoy ueypaiyiad WNYNH
000005°2 dd 0000000000+ dd < 6
000°000'S dy 000°000°000°0+ dy "P's 0000000006 dd < '8
000°000'€ dy 0000000005 94 P'S 0000000052 dd < 'L
000°000'2 dy 0000000052 dd 'P'S 0007000000+ dd < 9
000°000°} dy 000°000000'L dd  'p's 0007000005 dd < 'S
000005 dd 000000005 dd P's 000000052 d4 < ¥
000002 dy 000000052 dd 'p's 00000000k 94 < €
000004 dy 00000000k dY 'p's 00000005 dd < g
00005 dy

weAueq Bujed 000°'000°0S dy > '}

VAVIS HvS34 NVNINVIN3d IVIIN 'ON

uesdwe
epjy uejenquad efeig

S00Y HOWON
YISINOANI MIT8Nd3H YHYOIN NVHVEWIT NVHVENVL

sejal dnynp
vl [eSed 'p'S || |esed
sejal dnyng
(¥) vehe uep (g) jehy
‘eisauopu| yiigndey ueisijoday) Lep eisnpl4
ueulwep jeyyues uebuepyey uebuelalay jeins ueyidwejaw
snuey uoyowsad ‘Buejy Buek eisnpl4 ueujwer YILSS ibeg q
‘uByBUSNWIP YNiun jeqelad
epeday yesni BueA eisnpi4 ueulwWe jJeYIUeS ueyyelafuaw
sniey uoyowad ‘yesni Buek eisnplq UBUIWE JENYILSS ibeq e
, yejepe
ueynpadip Buek eep uedeyBusjey, uebusp pnsyewip Buey,
(2) vehy

e e tammiert e tmat ittt unmndau n11aLIAA URIDIRIODA

jaiodwajuoy| ueypaiyald WniNH viv

sejal dnynd
(1) vehy
0} |esed
sejal dnyn)
6 lesed

-eisnpld4 Ueulwe Buejudl 6661 UNUEL e¥
Jowop Buepun-Buepun (2) 1ehe g |esed Wejep pnsyeuwip eusw
-rebeges yejepe JBunynpued uawnop, uebuap pnsyewip Buex
(2) vehy
sejal dnynd
(1) vehy
g |esed

seja[ dnynd
(v) veke uep (g) yedy

-ueuiweluad reju ueyegniad uep ‘eisnpld4
uiwellp Buek oxod uellueliad ueyegniad ‘eisnpld ueujwer
ewiiauad ueyeqniad ‘yexis) uswnjop \mjiIaq eisnpl4 ueuiwep
yalqo ueyeqniad ule| BJBJUE + ueyegnied, uebuep pns3ewip Buei
(2) vehy
sefal dmyn)
(1) yehy
. |esed
sejal dmynd
g |esed ‘P'S ¥ [eSBd

‘Ul Yejupewad ueinjeiad g [esed Uep
eisnpl4 ueujwer Buejue) 6661 UNYEL &V jowop Buepun-Buepun
(z) jehe g} |esed Welep pnsyewip euewiebeqges uejesefs
-1ad yejepe ,uejesedsiod uedexbuejey, uebuep pnsyewip Buej
(2) wehy

——  an “ON Elsauopu] yiignday Yejuuawad ueinjelad




	COVER

	DAFTAR ISI

	BAB 1

	BAB 2

	BAB 3

	BAB 4

	DAFTAR BACAAN



